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Konsultasi ke Menteri ATR/BPN
Nusron Wahid, Gubernur Sultra
ASR Pastikan Proyek Strategis
Sesuai Aturan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mematangkan rencana pembangu-
nan Markas Komando Grup 5 Kopassus di Kabupaten Konawe Selatan

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

JAKARTA-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
terus mematangkan rencana pembangunan Markas Ko-
mando Grup 5 Kopassus di Kabupaten Konawe Selatan
sebagai bagian dari penguatan pertahanan nasional di
kawasan timur Indonesia. Upaya tersebut ditandai den-
gan pertemuan antara Gubernur Sulawesi Tenggara,
Andi Sumangerukka, bersama Bupati Konawe Selatan,
Irham Kalenggo, dengan Menteri ATR/BPN, Nusron
Wahid, di Jakarta, Senin (11/5/2026).

SPMB SMK Negeri 1 Baubau 2025/2027
Dilaksanakan Secara Online, Sekolah Pastikan
Transparan dan Bebas Jual Beli Kursi

Laporan: Firman

BAUBAU, BP - SMK
Negeri 1 Baubau memas-
tikan pelaksanaan Sistem
Penerimaan Murid Baru
(SPMB) tahun ajaran
2026/2027 tetap dilaku-
kan secara online melalui
aplikasi yang disiapkan
Pemerintah Provinsi Su-
lawesi Tenggara.

Kepala SMK Negeri 1
Baubau, La Mundi melalui
Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kesiswaan, Mas-
roni mengatakan, sistem
penerimaan siswa baru di
seluruh SMA dan SMK
negeri di Sulawesi Teng-
gara selama ini dilakukan
secara terpusat oleh pe-
merintah provinsi.

“Berdasarkan pengala-
man tahun sebelumnya,
SPMB dilaksanakan se-
cara online. Siswa bisa
mendaftar mandiri dari
rumah dan seluruh proses
dipantau melalui sistem
provinsi,” ujar Masroni,
saat diwawancara awak
media, Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, SMK
Negeri 1 Baubau memiliki
empat program keahlian,

Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kesiswaan,
Masroni

yakni Akuntansi, Manaje-
men Perkantoran, Pemasa-
ran, dan Desain Komuni-
kasi Visual (DKV).

Untuk penerimaan
siswa baru, sekolah bi-
asanya mendapat kuota
sekitar 10 hingga 12 rom-
bongan belajar (rombel).
Setiap rombel diisi maksi-
mal 36 siswa sesuai keten-
tuan aplikasi Data Pokok
Pendidikan (Dapodik).

Menurut Masroni, ber-
beda dengan SMA yang
menerapkan sistem zonasi,
SMK lebih menyesuaikan
dengan daya tampung se-
kolah dan pilihan jurusan
siswa.

“SMK tidak menggu-
nakan sistem zonasi sep-

Pertemuan tersebut
dilakukan untuk membahas
status dan pemanfaatan lah-
an bekas Hak Guna Usaha
(HGU) PT Kapas Indah In-
donesia yang direncanakan
menjadi lokasi pembangu-
nan markas pasukan elite
TNI AD tersebut.

Dalam pertemuan itu,
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erti SMA. Selama kuota

rombel masih tersedia,
siswa tetap bisa diterima,”
katanya.

Ia juga menegaskan,
proses penerimaan siswa
baru di sekolah tersebut
berlangsung  transparan
dan tidak ada praktik jual
beli kursi.

“Tidak ada jual beli

kursi.  Semua  proses
dilakukan secara online,
mulai dari pendaftaran

hingga pengumuman hasil
seleksi,” tegasnya.

Masroni mengungkap-
kan, jumlah pendaftar seti-
ap tahun bahkan melebihi
kuota yang tersedia. Jika
daya tampung sekolah
sekitar 400 siswa, jumlah
pendaftar bisa mencapai
500 hingga 600 orang.

Akibat  keterbatasan
kuota, sebagian calon
siswa yang tidak lolos di-
arahkan untuk memilih
sekolah lain sesuai mi-
nat dan program keahlian
yang tersedia di berbagai
SMK di Sulawesi Tengga-
ra.

“Setiap SMK memiliki
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BPS Buton Selatan Gelar NGIBAR Perdana
SE2026 Bersama Bank Sultra Cabang

Pembantu Batauga

Laporan: Firman

BUTON  SELATAN,
BP - Badan Pusat Statis-
tik Kabupaten Buton Se-
latan menggelar kegiatan
Ngisi Bareng (NGIBAR).
Kegiatan tersebut perdana
dilaksanakan dalam rang-
ka pelaksanaan Sensus
Ekonomi 2026 di Bank
Sultra Cabang Pemban-
tu Batauga, Jumat malam
(8/5/2026).

Kegiatan NGIBAR
dimulai pukul 18.30 WITA
itu dilaksanakan dengan
menyesuaikan jam oper-
asional pihak perbankan
sebagai bentuk komit-
men bersama dalam men-
dukung suksesnya pelak-
sanaan Sensus Ekonomi
2026 di Kabupaten Buton
Selatan.

Selain dihadiri jajaran
Bank Sultra Cabang, ke-
giatan tersebut juga mel-
ibatkan perwakilan BNI
KCP Batauga. Kehadiran
dua lembaga perbankan
itu menjadikan NGIBAR
perdana di Buton Selatan
yang menghadirkan Dua
pelaku usaha skala besar
secara bersamaan.

Kepala Badan Pusat
Statistik Kabupaten Bu-
ton Selatan, La Ode Ikh-
sanuddin Hamid, SST.,M.

Si  mengatakan Sensus
Ekonomi 2026 merupa-
kan agenda strategis na-
sional yang dilaksanakan
setiap 10 tahun sekali
untuk memperoleh gam-
baran menyeluruh menge-
nai kondisi perekonomian
Indonesia, baik di tingkat
nasional maupun daerah.
“Melalui kegiatan
NGIBAR ini, BPS mem-
berikan  pendampingan
langsung kepada pelaku
usaha dalam proses pengi-
sian data usaha agar data
yang dikumpulkan leb-
ih akurat, lengkap, dan
berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, data yang
dihimpun nantinya akan
menjadi dasar penting da-
lam penyusunan kebijakan
pembangunan, penguatan
sektor usaha, hingga per-

OPINI

encanaan ekonomi daerah
yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu,
Pimpinan Bank Sultra
Cabang Pembantu Batau-
ga, Yasni Hamaruddin
Ode, menyampaikan apre-
siasi terhadap pelaksanaan
NGIBAR sebagai bagian
dari dukungan dunia usaha
terhadap Sensus Ekonomi
2026.

Ia menilai kegiatan
tersebut menjadi langkah
positif dalam membangun
sinergi antara BPS dan
pelaku usaha guna meng-
hadirkan data ekonomi
yang berkualitas dan ter-
percaya.

“Melalui kegiatan
NGIBAR, BPS berharap
tumbuh kesadaran bersa-
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PABRIK ASPAL DI KARAWANG:
Mengkhianati Jantung Nusantara dan Jalur
Emas Maritim Indonesia

Sebuah  Janji
Menggantung  di
Buton

yang
Langit

Pada tahun 2022,
Presiden Joko Widodo
berdiri di tanah Buton dan
menyatakan komitmen
keras negara: Buton ha-
rus menjadi pusat industri
aspal nasional. Ini bukan
sekadar janji kampanye. Ini
adalah pernyataan kebija-
kan negara yang disaksikan
publik, dirckam media,
dan terpatri dalam harapan
rakyat Kepulauan Buton.

Kini,  keputusan
penempatan pabrik aspal
oleh Danantara di Kar-
awang, Jawa Barat, telah
mengoyak janji itu. Surat
terbuka mantan Pj. Bupa-
ti Buton, Basiran, kepada
Presiden Prabowo Subian-
to, bukan sekadar ekspresi
kekecewaan personal. Su-
rat itu adalah suara kolektif
rakyat Buton ” terstruktur,
berbasis data, dan kon-
struktif. Surat itu layak di-
jawab bukan dengan diam,
melainkan dengan dialog
kebijakan yang bermarta-
bat.

Tiga Luka dalam Satu
Keputusan
Keputusan ini menim-

(L2

Dr. Moh. Tasdik, M.Si

bulkan tiga luka sekaligus
bagi rakyat Buton.

Pertama, luka sejar-
ah. Buton telah terlalu lama
menjadi daerah yang han-
ya dieksploitasi kekayaan
alamnya tanpa pernah me-
nikmati nilai tambahnya.
Aspal Buton sudah dikenal
dunia sejak era kolonial
Belanda. Namun hari ini,
tahun 2026, rakyat Buton
masih harus menyaksikan
bahan baku mereka dikirim
ke luar, diolah di luar, dan
keuntungannya pun dinik-
mati di luar.

Kedua, luka
ekonomi. Lapangan kerja,
Pendapatan Asli Daerah
(PAD), rantai pasok lokal,
dan efek berganda indus-
trialisasi  4€” semuanya

akan tumbuh di Karawang,
bukan di Buton. Ini bukan
sekadar persoalan adminis-
trasi. Ini adalah pengalihan
kemakmuran secara siste-
matis dari daerah penghasil
ke daerah transit.

Ketiga, luka keper-
cayaan. Ketika janji nega-
ra dilanggar, bukan hanya
perasaan yang terluka a€”
kepercayaan rakyat terha-
dap konsistensi pemerintah
pusat pun runtuh. Dan ke-
percayaan yang runtuh jauh
lebih sulit dibangun kem-
bali daripada pabrik yang
dipindahkan.

Argumen Efisiensi
yang Runtuh di Hadapan
Peta Nyata Indonesia

Pemerintah
mengklaim bahwa Kar-
awang  dipilih  karena
efisiensi logistik 4€” dekat
jaringan tol Jawa yang ter-
integrasi. Argumen ini ter-
dengar rasional, tetapi run-
tuh begitu dihadapkan pada
peta sesungguhnya Nusan-
tara.

Kebutuhan  aspal
nasional tidak terpusat di
Jawa. Separuh besar pas-
ar aspal Indonesia justru
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PABRIK ASPAL DI KARAWANG:
Mengkhianati Jantung Nusantara dan Jalur Emas
Maritim Indonesia

ada di Sulawesi, Kali-
mantan, Maluku, Nusa
Tenggara, dan Papua
“kawasan yang terus
berkembang pesat sei-
ring pembangunan in-
frastruktur. Memindah-
kan bahan baku dari
Buton ke Karawang,
lalu mengirim produk
jadi kembali ke timur
Indonesia, adalah logi-
ka distribusi yang ber-
jalan mundur. Negara
menanggung biaya lo-
gistik ganda yang seha-
rusnya tidak perlu ada.

Bandingkan  den-
gan posisi Buton jika
pabrik  dibangun di
sana: produk aspal
dapat langsung disalur-
kan ke Sulawesi, Malu-
ku, Papua, NTT, NTB,
bahkan  Kalimantan
dengan biaya logistik
yang jauh lebih kom-
petitif. Buton bukan
pinggiran ” Buton ada-
lah tengah.

Buton:  Jantung
Nusantara di Persim-
pangan Jalur Mari-
tim Internasional

Yang  belum
cukup disorot dalam
perdebatan ini adalah
fakta geopolitik mari-
tim yang sangat fun-
damental: Kepulauan
Buton berada tepat di
koridor salah satu jalur
pelayaran internasional
tersibuk di dunia.

Secara  geografis,
Buton terletak di antara
Alur Laut Kepulau-
an Indonesia (ALKI)
IT dan ALKI III ” dua
dari tiga alur laut yang

ditetapkan sebagai
jalur lintas laut in-
ternasional  berdasar-

kan Konvensi Hukum
Laut PBB (UNCLOS
1982) dan Peraturan
Pemerintah No. 37
Tahun 2002. ALKI II
membentang dari Selat
Lombok ke Laut Ban-
da menuju Samudera
Pasifik” jalur utama
kapal-kapal kargo rak-
sasa dari Eropa, Timur
Tengah, dan Asia Se-
latan yang menuju Pa-
sifik. ALKI III dengan
cabang-cabangnya
melintasi Laut Maluku
dan Laut Banda. Buton
duduk di persimpangan
strategis antara kedua
jalur bersejarah ini.

Laut Banda ” yang
berbatasan  langsung
dengan wilayah Kepu-
lauan Buton ” adalah
salah satu lautan ter-
dalam di dunia dan
merupakan bagian dari
rute kargo internasion-
al yang menghubung-
kan Samudera Hindia
dan Samudera Pasifik.
Kapal-kapal dari Aus-
tralia, Jepang, Korea,
China, Amerika Ser-
ikat, bahkan Eropa
melintasi kawasan ini
setiap hari.

Ini  berarti: jika
sebuah pabrik aspal
dibangun di Buton,
produknya tidak hanya
mudah didistribusikan
ke seluruh penjuru In-
donesia “produk itu
juga dapat diangkut
langsung oleh kapal-
kapal kargo interna-
sional yang sudah
melintas di perairan

sekitarnya, tanpa harus
transit ke Jawa terlebih
dahulu. Buton bukan
hanya jantung geograf-
is Indonesia “Buton
adalah pintu gerbang
bagi Indonesia un-
tuk hadir di panggung
ekonomi maritim glob-
al.

Posisi ini men-
jadikan Buton sebagai
kandidat ideal untuk
kawasan industri ber-
basis ekspor. Tidak
banyak daerah di In-
donesia yang memili-
ki kombinasi: sumber
daya alam melimpah
(deposit aspal terbe-
sar di dunia), posisi di
jalur laut internasional,
serta akses langsung
ke pasar Asia-Pasifik
dan Samudera Hindia.
Mengabaikan keung-
gulan komparatif ini
demi alasan ‘kedekatan
dengan tol Jawa’ bukan
hanya tidak efisien “itu
adalah malpraktik ke-
bijakan industri.

Buton adalah
gerbang barat seka-
ligus gerbang timur

Indonesia. Dari Buton,
produk dapat menjang-
kau Jawa dan Sumat-
era melalui jalur barat,
sekaligus menjangkau
Sulawesi, Maluku, Ka-
limantan, Papua, hing-
ga pasar internasional
melalui jalur timur. Ti-
dak ada daerah lain di
Indonesia yang memi-
liki keistimewaan po-
sisi seperti ini. Justru
inilah yang membuat
keputusan menem-
patkan pabrik di Kar-
awang semakin sulit
dipahami dari sudut
pandang strategi indus-
tri nasional jangka pan-
jang.

Infrastruktur:
Alasan yang Dicip-
takan, Bukan yang
Ditemukan

Ada suara yang

mengatakan Buton be-
lum siap secara infras-
truktur untuk menam-
pung pabrik berskala
nasional. Ini adalah ar-
gumentasi yang harus
dibalik: siapa yang ber-
tanggung jawab atas
ketidaksiapan itu?

Rakyat Buton tidak
boleh  terus-menerus
dihukum atas ketert-
inggalan infrastruktur
yang justru merupa-
kan hasil dari absen-
nya perhatian negara
selama puluhan tahun.
Membenarkan ketida-
kadilan dengan meru-
juk pada ketidaksiapan
yang diciptakan oleh
negara sendiri adalah
argumen yang secara
logika dan moral tidak
dapat dipertahankan.

Kenyataannya,

infrastruktur dasar su-
dah ada: pabrik milik
PT WIKA yang kini
mangkrak menunggu
kepastian  kebijakan;
PT Kartika Prima Aba-
di (KPA) yang sudah
terbukti mampu ber-
produksi dan bahkan
memasok aspal ke Ibu
Kota Negara (IKN);
serta RDTR Kawasan
Industri Pertambangan
Lasalimu yang sudah
ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Ka-
bupaten Buton. Lan-
dasan regulasi, fisik,
dan teknisnya ada.
Yang kurang bukan
kapasitas Buton “yang
kurang adalah kemau-
an politik Jakarta.

Hilirisasi Sejati
atau Eksploitasi Ber-
balut Retorika?

Kata ‘hilirisa-
si’ telah menjadi man-
tra dalam diskursus
ekonomi nasional. Na-
mun hilirisasi yang me-
mindahkan pengolahan
dari daerah penghasil
ke daerah lain “ tanpa
membawa kemakmu-
ran bagi masyarakat di
tanah asal sumber daya
itu “bukanlah hilirisasi.
Itu adalah eksploitasi
dengan wajah baru.

Hilirisasi  se-
jati  terjadi  ketika
masyarakat di tanah

asal bahan baku itu
ikut terangkat harkat
ekonominya: lapangan
kerja terbuka, PAD
daerah meningkat, ran-
tai pasok lokal tumbuh,
dan generasi berikut-
nya mewarisi industri
“bukan sekadar lubang
tambang yang mengan-
ga.

Presiden Pra-
bowo Subianto telah
berkomitmen pada
agenda hilirisasi se-
bagai pilar ekonomi
nasional. Ini adalah ke-
bijakan yang tepat dan
harus didukung. Na-
mun konsistensi imple-
mentasinya akan diu-
ji, salah satunya, oleh
keputusan pabrik aspal
ini. Apakah hilirisasi
Prabowo benar-benar
berpihak pada daerah
penghasil, atau hanya
memindahkan  pusat
eksploitasi dari asing
ke dalam negeri, dari
Jawa ke Jawa?

Langkah Strategis
yang Harus Segera
Diambil

Perjuangan ini
tidak boleh berhen-
ti pada surat terbuka
atau keluhan di me-
dia sosial. Diperlukan
gerakan  terstruktur,
berkoordinasi, dan
menggunakan jalur
yang tepat.

Konsolidasi
suara menjadi fondasi
pertama. Seluruh kepa-
la daerah se-Kepulauan
Buton, DPRD, tokoh
adat Kesultanan Bu-
ton, akademisi, tokoh
agama, dan diaspora
Buton di seluruh Indo-
nesia harus menyatu-
kan posisi dalam satu
pernyataan sikap ber-
sama. Kekuatan kolek-
tif adalah modal utama
advokasi.

Jalur konstitusion-
al harus dimaksimal-
kan melalui advokasi
ke DPR RI dan DPD
RI. Anggota legislat-
if dari dapil Sulawesi
Tenggara wajib men-
gagendakan rapat den-
gar pendapat dengan
Kementerian ESDM,
BKPM, dan Danantara
untuk  mempertanya-
kan secara formal dasar
pengambilan  keputu-
san penempatan pabrik

di Karawang.

Narasi publik harus
dibangun secara siste-
matis dan menjangkau
media nasional. Isu ini
bukan sekadar isu ke-
daerahan a€” ini adalah
isu keadilan ekonomi,
konsistensi kebija-
kan, dan strategi mari-
tim nasional. Bingkai
isu secara tepat agar
mendapat  perhatian
publik yang lebih luas.

Kajian teknis tand-
ingan harus disiapkan
oleh Pemda bersama
akademisi Universitas
Halu Oleo dan asosi-
asi industri lokal. Stu-
di kelayakan berbasis
data ekonometrik yang
membuktikan  bahwa
membangun pabrik di
Buton lebih efisien dan
menguntungkan secara
nasional dibanding di
Karawang adalah sen-
jata paling kuat dalam
advokasi berbasis buk-
ti. Data harus melawan
data.

Jalur hukum dan ke-
bijakan pun harus diak-
tifkan. Perda RDTR
Kawasan Industri Per-
tambangan Lasalimu
adalah aset legal yang
sangat kuat. Jika kepu-
tusan Danantara dinilai
bertentangan  dengan
regulasi tata ruang
yang sudah ditetapkan,
Pemda Buton memiliki
dasar hukum yang legi-
tim untuk mengajukan
keberatan formal.

Penutup: Jangan
Biarkan Buton Han-
ya Mewarisi Lubang

Kekayaan aspal
Buton adalah titipan
generasi yang akan
datang. Ia tersimpan
di tanah yang berada
di jantung Nusantara,
di persimpangan jalur
maritim internasional
yang menghubungkan
Samudera Hindia dan
Pasifik, di gerbang an-
tara Indonesia barat
dan Indonesia timur.
Keistimewaan  posi-
si ini adalah anuger-
ah yang tidak dimiliki
daerah mana pun di In-
donesia.

Mengabaikan
semua keunggulan
komparatif itu demi
argumen ‘efisiensi lo-
gistik’ yang tidak tahan
uji adalah kesalahan
kebijakan yang akan
dikenang sejarah.

Untuk masyarakat
Buton: bersatulah, jan-
gan biarkan perbedaan
politik lokal memecah
perjuangan yang jauh
lebih besar ini. Untuk
Jakarta: hilirisasi yang
bermartabat bukan
yang  memindahkan
pusat eksploitasi ““ me-
lainkan yang mengang-
kat derajat rakyat di
tanah asal sumber daya
itu.

Buton memiliki se-
galanya: sumber daya,
posisi strategis, regula-
si, dan kapasitas teknis.
Yang dibutuhkan ha-
nya satu: keberanian
negara untuk berlaku

adil.(*)
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Konsultasi ke Menteri ATR/BPN
Nusron Wahid, Gubernur Sultra
ASR Pastikan Proyek Strategis
Sesuai Aturan

rombongan Pemer-
intah Provinsi Sultra
turut didampingi Wakil
Panglima  Kopassus,
Ferdial Lubis. Kehad-
iran unsur TNI dalam
pembahasan  tersebut
menunjukkan  bahwa
pembangunan markas
baru itu menjadi bagian
dari agenda strategis
nasional di bidang per-
tahanan dan keamanan.

Gubernur Andi
Sumangerukka men-
gatakan,  pemerintah

daerah ingin memas-
tikan seluruh tahapan
pemanfaatan lahan
dilakukan sesuai kori-
dor hukum dan keten-
tuan perundang-undan-
gan yang berlaku.

“Salah satu agen-
da pembahasan ter-
kait dengan rencana
pembangunan Markas
Komando Grup 5 Ko-
passus yang akan diba-
ngun di lahan bekas
HGU PT Kapas Indah
Indonesia,” ujar Andi
Sumangerukka dalam
keterangannya.

Menurut ASR,
langkah konsultasi ke
Kementerian ATR/
BPN dilakukan untuk
memperkuat  koordi-
nasi antara pemerintah
pusat dan daerah, seh-
ingga proyek strategis
tersebut dapat berjalan
tanpa  menimbulkan
persoalan administrasi
maupun sengketa hu-
kum di kemudian hari.

la menegaskan, pe-
merintah daerah tidak
ingin mengambil kepu-
tusan secara sepihak,
terutama menyangkut
pemanfaatan aset neg-
ara yang memiliki im-
plikasi sosial dan hu-
kum bagi masyarakat
sekitar.

“Pak Menteri mem-
berikan beberapa ma-
sukan terkait peman-
faatan lahan tersebut
agar semuanya sesuai
koridor peraturan pe-
rundang-undangan
yang berlaku, dan pada
prinsipnya beliau siap
mendukung,” kata
ASR.

Lahan yang diba-
has dalam pertemuan
itu diketahui merupa-
kan eks HGU milik
PT Kapas Indah Indo-

nesia, anak perusahaan
PT Berdikari, salah satu
badan usaha milik negara
(BUMN). Masa berlaku
HGU perusahaan terse-
but telah berakhir sejak
31 Desember 2019.

Total luas lahan eks
HGU itu mencapai seki-
tar 2.393 hektare. Ka-
wasan tersebut dinilai
memiliki posisi strate-
gis untuk pengemban-
gan kawasan pertahanan
sekaligus  mendukung
pertumbuhan  ekonomi
baru di wilayah Konawe
Selatan.

Secara historis, pem-
bangunan markas militer
di kawasan timur Indo-
nesia bukanlah hal baru.
Pemerintah pusat sejak
era reformasi terus mem-
perkuat distribusi kekua-
tan pertahanan di luar Pu-
lau Jawa sebagai bagian
dari strategi pemerataan
keamanan nasional.

Dalam sejarah per-
tahanan Indonesia, Ko-
passus memiliki peran
penting dalam berbagai
operasi militer dan ke-
manusiaan. Satuan elite
TNI AD itu resmi diben-
tuk pada 16 April 1952
dan berkembang menjadi
salah satu pasukan khu-
sus yang disegani di ka-
wasan Asia Tenggara.

Di tingkat interna-
sional, penguatan basis
pertahanan di kawasan
timur juga sejalan den-
gan dinamika geopolitik
Indo-Pasifik yang da-
lam satu dekade terakhir
menjadi perhatian ban-
yak negara. Kawasan
Asia Tenggara dipandang
strategis karena berada di
jalur perdagangan dan
pelayaran internasional.

Presiden Prabowo
Subianto sebelumnya
juga menegaskan pentin-
gnya modernisasi pertah-
anan nasional, termasuk
pembangunan infrastruk-
tur militer dan penguatan
postur keamanan di daer-
ah-daerah strategis Indo-
nesia.

Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara me-
nilai keberadaan Markas
Grup 5 Kopassus nan-
tinya tidak hanya ber-
dampak pada sektor kea-
manan, tetapi juga dapat
memicu  pertumbuhan
ekonomi daerah melalui

pembangunan  infras-
truktur penunjang, pen-
ingkatan investasi, dan
pembukaan  lapangan
kerja baru.

Bupati Konawe Se-
latan Irham Kalenggo

menyebut  pemerintah
kabupaten siap men-
dukung langkah-lang-

kah yang dibutuhkan
agar rencana pemban-
gunan tersebut berjalan
lancar dan memberi-
kan manfaat bagi mas-
yarakat lokal.

“Kami tentu men-
dukung penuh langkah
pemerintah pusat dan
provinsi selama seluruh
prosesnya tetap mem-
perhatikan kepentingan
masyarakat dan aturan
yang berlaku,” ujar Ir-
ham.

Menteri  ATR/BPN
Nusron Wahid dalam
kesempatan itu turut
mengingatkan penting-
nya kehati-hatian dalam
proses pengalihan dan
pemanfaatan lahan eks
HGU agar tidak ber-
tentangan dengan keten-
tuan agraria nasional.

Menurut ASR, Men-
teri  ATR/BPN  juga
meminta agar seluruh
tahapan ~ administrasi
dilakukan secara terbu-
ka dan mengedepankan
prinsip kepastian hu-
kum.

ASR menambahkan,
pemerintah daerah saat
ini terus menjalin komu-
nikasi dengan sejumlah
kementerian dan lemba-
ga terkait guna memper-
cepat sinkronisasi kebi-
jakan pusat dan daerah.

“Kami ingin me-
mastikan seluruh lang-
kah yang ditempuh
tetap mengedepankan
keadilan sosial, kepas-
tian hukum, dan per-
lindungan terhadap
hak masyarakat,” tegas
ASR.

Rencana  pemban-
gunan Markas Grup 5
Kopassus di Sulawesi
Tenggara diproyeksikan
menjadi  salah  satu
proyek strategis nasi-
onal di kawasan timur
Indonesia yang diharap-
kan mampu memperkuat
sistem pertahanan seka-
ligus mendukung per-
cepatan pembangunan
daerah.(*)

SPMB SMK Negeri 1 Baubau 2025/2027
Dilaksanakan Secara Online, Sekolah Pasti-
kan Transparan dan Bebas Jual Beli Kursi

jurusan yang berbeda-beda, ada bisnis daring, perhotelan, teknik kenda-
raan ringan hingga permesinan. Jadi siswa tetap punya alternatif pilihan
sekolah sesuai minat mereka,” pungkasnya.(*)

BPS Buton Selatan Gelar NGIBAR Perdana
SE2026 Bersama Bank Sultra Cabang
Pembantu Batauga

ma mengenai pentingnya data akurat dalam memotret potensi ekonomi
daerah, perkembangan dunia usaha, serta mendukung perumusan kebija-
kan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kehadiran pelaku usaha besar dalam kegiatan itu juga diharapkan
dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya di Kabupaten Buton
Selatan untuk turut berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi

2026.(*)
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Komisi II Tegaskan Pembahasan RUU
Pemilu Tetap Dipimpin DPR

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP-
Dewan Perwakilan
Rakyat memasti-

kan Rancangan Un-
dang-Undang (RUU)
Pemilu tetap  di-
proses sebagai usul
inisiatif parlemen
meskipun  pembaha-
sannya diperkirakan
berlangsung kompleks
dan sarat kepentingan
politik antarfraksi. Ke-
pastian tersebut dis-
ampaikan Wakil Ketua
Komisi I DPR RI Aria
Bima di kompleks par-
lemen, Selasa (12/5).

Menurut Aria
Bima, keputusan men-
jadikan RUU Pemilu
sebagai usul inisiatif
DPR telah disepaka-
ti dalam rapat Badan
Musyawarah ~ DPR.
Selain RUU Pemilu,
rancangan terkait Pil-
pres dan Pilkada juga
tetap tercantum dalam
Program Legislasi Na-
sional (Prolegnas) pri-
oritas sebagai inisiatif
legislatif.

“Sampai hari ini di
dalam prolegnas bah-
wa RUU Pemilu, Pil-
pres, maupun Pilkada
tetap menjadi bagian
prolegnas inisiatif
DPR,” ujar Aria Bima.

Keputusan  terse-
but muncul di tengah
meningkatnya per-
hatian publik terha-
dap kesiapan regula-
si pemilu menjelang
tahapan Pemilu 2029
yang diperkirakan mu-
lai berjalan pada per-
tengahan 2026. Hing-
ga kini, DPR belum
memulai pembahasan
resmi  meski revisi
aturan dinilai mende-
sak untuk menye-
suaikan sejumlah
putusan  Mahkamah
Konstitusi.

Aria Bima menga-
kui proses pembaha-
san tidak akan mudah
karena DPR harus me-
nerjemahkan berbagai

L .
putusan  Mahkamah
Konstitusi ke dalam
norma undang-un-
dang. Selain itu, di-
namika kepentingan
politik antarpartai

diperkirakan menjadi
tantangan utama da-
lam penyusunan regu-
lasi baru tersebut.

Salah satu isu pal-
ing krusial dalam pem-
bahasan RUU Pemilu
ialah penentuan am-
bang batas parlemen
atau parliamentary
threshold.  Menurut
Aria Bima, seluruh
fraksi di DPR harus
memiliki  kesamaan
sikap agar pembaha-
san tidak menimbul-
kan perpecahan poli-
tik.

“Mau nol, mau em-
pat, mau lima, mau
tuyjuh, DPR enggak
boleh berselisih,” ka-
tanya.

Saat ini terdapat
dua opsi yang berkem-
bang dalam pembaha-
san internal parlemen.
Opsi  pertama ialah
mempertahankan am-
bang batas parlemen
sebesar empat persen
seperti yang diterap-
kan pada Pemilu 2019
dan Pemilu 2024.

Pertimbangan
mempertahankan an-
gka tersebut berkai-
tan dengan efektivitas
kerja parlemen. Den-
gan jumlah 13 komisi
di DPR, setiap fraksi
membutuhkan  mini-
mal dua anggota pada
tiap komisi agar fungsi
legislasi, pengawasan,
dan anggaran berjalan
optimal.

Selain mempertah-
ankan ambang batas
empat persen, DPR
juga membahas ke-
mungkinan  pengga-
bungan fraksi bagi
partai-partai kecil.
Skema itu dinilai dapat
menjadi solusi untuk
menjaga  representa-
si politik tanpa harus
menaikkan parliamen-

=

tary threshold terlalu
tinggi.

“Ada formulasi
bahwa tidak ada batas
parliamentary thresh-
old, tetapi ada batas
minimal jumlah frak-
si melalui mekanisme
gabungan,” ujar Aria
Bima.

Wacana agar RUU
Pemilu tetap menjadi
inisiatif DPR sebelum-
nya juga disampaikan
Wakil Ketua Umum
Partai Amanat Nasi-
onal, Saleh Daulay. Ia
menilai  mekanisme
tersebut dapat mere-
dam tarik-menarik
kepentingan partai se-
jak awal pembahasan.

“Kalau didasarkan
atas inisiatif pemerin-
tah, pergelutan pikiran
dan agenda parpol
dapat dihindari di
awal pembahasan,”
kata Saleh Daulay
seperti dikutip dari
Detik.com.

Dalam sejarah
politik nasional, am-
bang batas parlemen
pertama kali diter-
apkan pada Pemilu
2009 sebesar 2.5
persen. Angka itu
kemudian naik men-
jadi 3,5 persen pada
Pemilu 2014 dan
kembali mening-
kat menjadi empat
persen pada Pemi-
lu 2019 serta 2024.
Kebijakan tersebut
dimaksudkan untuk
menyederhanakan
Jumlah partai di par-
lemen agar pemerin-
tahan lebih stabil.

Secara internasi-
onal, penerapan par-
liamentary  thresh-
old juga digunakan
di berbagai negara
demokrasi. Jerman,
misalnya, menerap-
kan ambang batas
lima persen untuk
menjaga efektivitas
parlemen  federal.
Turki bahkan pernah
menerapkan thresh-
old hingga 10 pers-

en sebelum akhirnya
diturunkan menjadi
tujuh persen. Semen-
tara Belanda tidak
menerapkan ambang
batas tinggi sehingga
sistem kepartaiannya
sangat plural.

Pengamat politik
menilai perdebatan
mengenai ambang
batas parlemen sela-
lu berkaitan dengan
dua kepentingan uta-
ma, yakni efektivitas
pemerintahan  dan
keterwakilan politik.
Di satu sisi, thresh-
old tinggi dianggap
dapat menciptakan
stabilitas politik. Na-
mun di sisi lain, atur-
an tersebut dinilai
berpotensi mengu-
rangl  representasi
suara pemilih dari
partai kecil.

RUU Pemilu kini
menjadi salah satu
agenda legislasi
yang paling dinanti
publik karena akan
menentukan desain
demokrasi Indo-
nesia pada Pemilu
mendatang.  Selain
mengatur  ambang
batas parlemen, re-
visi undang-undang
juga  diperkirakan
mencakup  sistem
pemilu, tata kelola
kampanye, hingga
mekanisme penyele-
saian sengketa hasil

pemilu.
Meski belum ada
kepastian kapan

pembahasan dimu-
lai, DPR memasti-
kan seluruh proses
akan melibatkan
partai politik, aka-
demisi,  organisasi
masyarakat sipil,
serta berbagai unsur
masyarakat lainnya
agar regulasi yang
dihasilkan memiliki
legitimasi kuat dan
mampu  menjawab
tantangan demokrasi
modern di Indonesia.

*)
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Puan Maharani Ungkap Agenda Legis-
lasi DPR, RUU Pemilu Belum Prioritas
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Ketua DPR Puan Maharani mengungkap empat RUU prioritas untuk

Laporan: Radit

JAKARTA, BP-
Ketua DPR RI Puan
Maharani memastikan
pembahasan Rancan-
gan Undang-Undang
(RUU) Pemilu belum
menjadi prioritas uta-
ma DPR RI dalam
masasidang V tahun si-
dang 2025-2026. DPR
bersama pemerintah
saat ini memilih mem-
fokuskan pembahasan
terhadap empat RUU
strategis yang dinilai
berkaitan ~ langsung
dengan penguatan sek-
tor ekonomi, perlind-
ungan hukum, statistik
nasional, dan industri
kreatif.

Pernyataan  terse-
but disampaikan Puan
dalam rapat paripurna
pembukaan masa si-
dang V DPR RI usai
reses di Kompleks Par-
lemen, Jakarta, Selasa
(12/5). Masa sidang
kali ini dijadwalkan
berlangsung hingga 21
Juli mendatang den-
gan sejumlah agenda
legislasi yang dinilai
mendesak.

“DPR RI bersa-
ma dengan pemerin-
tah akan melanjutkan
pembahasan pada
tingkat satu terhadap
beberapa  rancangan
undang-undang,” kata
Puan dalam pidaton-
ya di hadapan anggota
dewan dan jajaran pe-
merintah.

Empat RUU yang
menjadi prioritas DPR
meliputi RUU tentang
perubahan atas Un-
dang-Undang Nomor
4 Tahun 2023 men-
genai Pengembangan
dan Penguatan Sektor
Keuangan, RUU ten-
tang Hukum Perdata
Internasional, @ RUU
perubahan atas Un-
dang-Undang Nomor
16 Tahun 1997 tentang
Statistik, serta RUU
tentang Desain Indus-
tri.

Keputusan =~ DPR
untuk belum mema-
sukkan RUU Pemilu
ke dalam daftar pri-
oritas memunculkan
perhatian publik dan
pengamat politik. Se-
jumlah kalangan se-
belumnya mendorong
revisi regulasi pemilu
segera dibahas meng-
ingat tahapan Pemilu

masa sidang V

2029 diperkirakan mu-
lai berjalan pada per-
tengahan 2026.

Menurut Puan,
pembahasan RUU
Pemilu hingga kini
masih terus dikomuni-
kasikan antarfraksi. la
menyebut proses pem-
bicaraan  dilakukan
melalui forum resmi
maupun diskusi infor-
mal agar menghasilkan
aturan yang matang
dan tidak tergesa-gesa.

“Ini kan memang
waktunya kalau dika-
takan sudah mendekati
waktunya, betul. Na-
mun bagaimana yang
terbaik untuk rakyat
adalah yang paling
kami utamakan,” ujar
Puan kepada wartawan
usai rapat paripurna.

la menegaskan
seluruh fraksi di DPR
memiliki  pandangan
yang sama bahwa re-
visi aturan pemilu ha-
rus dilakukan secara
hati-hati. DPR, kata
dia, ingin memasti-
kan sistem pemilu
mendatang ~ mampu
menghasilkan proses
demokrasi yang jujur,
adil, dan berkualitas.

“RUU Pemilu me-
mang harus dibahas
dengan hati-hati kare-
na menyangkut masa
depan demokrasi kita,”
kata Puan.

Dalam sejarah poli-
tik nasional, revisi un-
dang- undang pemilu
hampir selalu men-
jadi perhatian men-
jelang tahapan pesta
demokrasi  nasional.
Pada Pemilu 2019, pe-
merintah dan DPR se-
belumnya menyepaka-
ti berbagai perubahan
penting melalui Un-
dang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang
Pemilu yang mengga-
bungkan aturan pemi-
lu legislatif dan pemi-
lu presiden dalam satu
regulasi terpadu.

Sementara itu, pada
Pemilu 2024 lalu, se-
jumlah isu seperti am-
bang batas parlemen,

sistem  proporsional
terbuka, hingga pen-
guatan kelembagaan

penyelenggara pemi-
lu kembali menjadi
perdebatan panjang di
ruang publik dan Mah-
kamah Konstitusi.

Di tingkat inter-

nasional, sejumlah
negara demokrasi
juga rutin melakukan
revisi sistem pemilu
menjelang pemilihan
umum nasional. Je-
pang, Korea Selatan,
dan Jerman misalnya,
beberapa kali melaku-
kan penyesuaian reg-
ulasi pemilu guna
meningkatkan repre-
sentasi politik, mem-
perkuat  transparansi
pendanaan kampanye,
hingga memperlu-
as partisipasi pemilih
muda.

Pengamat menilai
keputusan DPR mem-
prioritaskan sektor
ekonomi dan hukum
internasional  dalam
masa sidang kali ini
berkaitan dengan tan-
tangan global yang
sedang dihadapi In-
donesia, termasuk
perlambatan ekonomi
dunia, transformasi
digital, dan kebutuhan
harmonisasi ~ hukum
lintas negara.

RUU tentang
Pengembangan  dan
Penguatan Sektor
Keuangan dipandang
penting karena men-
jadi instrumen strate-
gis menjaga stabilitas
ekonomi nasional di
tengah ketidakpastian
global. Sementara re-
visi Undang-Undang
Statistik dinilai rele-
van untuk memperkuat
kualitas data nasional
pada era kecerdasan
buatan dan ekonomi

digital.

Adapun RUU
Desain Industri  di-
harapkan mampu

memberikan perlind-
ungan hukum lebih
kuat terhadap inovasi
produk nasional, ter-
utama bagi pelaku us-
aha kreatif dan indus-
tri manufaktur yang
semakin berkembang
di pasar internasional.

Masa sidang V DPR
RI kali ini diperkira-
kan akan berlangsung
dinamis karena se-
lain agenda legislasi,
parlemen juga akan
menghadapi pembaha-
san sejumlah isu strat-
egis nasional lain men-
jelang tahun politik
dan persiapan penye-
lenggaraan agenda
demokrasi berikutnya.

(*)
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KPK Turun ke Kendari Awasi Proyek  Wagub Sultra Hugua Minta OPD Perkuat
Pokir DPRD Sultra Bernilai

L.

Ratusan Juta
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Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memperketat pengawasan terhadap

proyek pembangunan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD di Sulawe-
si Tenggara.

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-
Komisi Pemberan-
tasan Korupsi Repub-
lik Indonesia (KPK
RI) memperketat
pengawasan terhadap
proyek pembangunan
yang bersumber dari
pokok-pokok pikiran
(pokir) anggota DPRD
di Sulawesi Tengga-
ra. Melalui Direktorat
Koordinasi dan Super-
visi (Korsup) Wilayah
IV, lembaga antirasuah
itu melakukan uji pe-
tik langsung terhadap
sejumlah proyek infra-
struktur di Kota Kend-
ari, Jumat (8/5/2026).

Langkah tersebut
dilakukan untuk me-
mastikan penggunaan
anggaran negara ber-
jalan transparan, tepat
sasaran, dan memberi
manfaat nyata bagi
masyarakat.  Penga-
wasan lapangan itu
juga menjadi bagian
dari upaya pencegahan
dini terhadap potensi
penyimpangan dalam

pelaksanaan  proyek
daerah.

Kepala Satu-
an Tugas Pencega-
han  Wilayah  Su-
lawesi Tenggara,
Basuki Haryono,
memimpin  langsung

kegiatan tersebut ber-
sama tim gabungan
dari Inspektorat Daer-
ah Provinsi Sulawe-
si Tenggara. Mereka
memeriksa  kondisi
fisik proyek, kualitas
pekerjaan, hingga kes-
esuaian spesifikasi
teknis di lapangan.
Pelaksana  Tugas
(P1t) Inspektur Inspek-
torat Sultra Muham-
mad Haerun menga-
takan pengawasan itu
penting karena proyek
yang diperiksa beras-
al dari aspirasi mas-
yarakat yang dihim-
pun melalui anggota

DPRD.
“Pembangunan
yang bersumber dari
pokir DPRD harus be-
nar-benar menyentuh
kebutuhan publik dan
tidak boleh sekadar
menjadi proyek for-
malitas,” ujar Haerun

di  Kendari, Senin
(11/5/2026).
Dalam pemeriksaan

tersebut, tim KPK RI
dan Inspektorat Sultra
meninjau tiga paket
pekerjaan utama di
Kota Kendari. Salah
satunya adalah pemba-
ngunan paving blok di
Kelurahan Tobimeita,
Kecamatan Abeli,
dengan nilai anggaran
sekitar Rp300 juta.

Selain itu, tim juga
memeriksa proyek
lanjutan ~ pengaspal-
an jalan di Kelurahan
Mokoau yang mene-
lan anggaran sebesar
Rp435 juta. Proyek
tersebut menjadi per-
hatian karena berkai-
tan langsung dengan
akses mobilitas war-
ga di kawasan per-
mukiman.

Lokasi lainnya yang
menjadi sasaran uji
petik yakni proyek pe-
masangan Penerangan
Jalan Umum (PJU) di
Kelurahan Mandonga
dengan pagu anggaran
mencapai Rp247 juta.
Pemeriksaan dilaku-
kan untuk memastikan
kualitas instalasi dan
efektivitas peman-
faatannya bagi mas-
yarakat.

Haerun menjelas-
kan, pengawasan lapa-
ngan tidak hanya fokus
pada aspek adminis-
tratif, tetapi juga men-
yasar mutu pekerjaan
fisik. Tim gabungan
memverifikasi volume
pekerjaan, ketepatan
penggunaan material,
hingga kualitas hasil
pembangunan sesuai
dokumen kontrak.

“KPK ingin me-
mastikan bahwa se-
tiap rupiah anggaran

negara  benar-benar
diwujudkan dalam
bentuk infrastruktur

yang berkualitas dan
bermanfaat bagi mas-
yarakat,” kata Haerun.

Ia menambahkan,
pengawasan terhadap
proyek pokir DPRD
menjadi bagian pent-
ing dalam memperkuat
tata kelola pemerintah-
an daerah yang bersih.
Menurut dia, langkah
preventif seperti uji
petik lapangan dinilai
lebih efektif untuk
mencegah potensi ker-
ugian negara diband-
ing penindakan setelah
pelanggaran terjadi.

Secara  nasional,
pengawasan terhadap
dana aspirasi dan pokir
DPRD memang men-
jadi perhatian KPK
dalam beberapa tahun
terakhir. Berdasar-
kan catatan lembaga
antirasuah, sejumlah
kasus korupsi proyek
daerah di Indonesia
kerap berawal dari
praktik pengondisian
anggaran pokir, mark
up pekerjaan, hingga
proyek titipan yang ti-
dak sesuai kebutuhan
masyarakat.

KPK sebelumnya
juga pernah melaku-
kan supervisi seru-
pa di beberapa daer-
ah seperti Sumatera
Utara, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan, dan
Papua Barat untuk
memperkuat  sistem
pengawasan internal
pemerintah daerah
terhadap penggunaan
APBD.

Di tingkat inter-
nasional,  penguatan
pengawasan  proyek
infrastruktur ~ daerah
juga menjadi perhatian
lembaga antikorupsi
dunia. Transparency

International ~ dalam
laporan Global Cor-
ruption Report menye-
but sektor pengadaan
barang dan jasa pe-
merintah sebagai salah
satu area paling rentan
terhadap praktik ko-
rupsi, terutama pada
proyek infrastruktur
publik bernilai besar.

Bank Dunia dan
United Nations Office
on Drugs and Crime
(UNODC) juga men-
dorong negara-negara
berkembang  mem-
perkuat  mekanisme
audit lapangan dan
keterbukaan anggaran
sebagai bagian dari
reformasi tata kelola
pemerintahan.

“Kami  berharap
seluruh proyek yang
bersumber dari dana
publik dapat dikerja-
kan secara profesion-
al, transparan, dan
sesuai kebutuhan mas-
yarakat,” ujar Haerun.

Sebagai tindak lan-
jut dari hasil uji pe-
tik tersebut, Inspek-
torat Daerah Provinsi
Sulawesi ~ Tenggara
akan melakukan audit
mendalam  terhadap
seluruh proyek yang
telah diperiksa. Au-
dit meliputi pemer-
iksaan  administrasi,
dokumen kontrak,
hingga  pengecekan
fisik pekerjaan secara
menyeluruh.

Hasil audit nantin-
ya akan menjadi bahan
evaluasi  pemerintah
daerah sekaligus re-
komendasi bagi KPK
RI dalam menentu-
kan langkah supervisi
lanjutan di Sulawesi
Tenggara.  Pemerin-
tah daerah diharapkan
dapat memperkuat
sistem  pengawasan
internal agar pemban-
gunan daerah berjalan
efektif, efisien, dan
bebas dari praktik ko-

rupsi.(*)

Program Kerja Berbasis Tri Cita

Laporan: Lisna

SULTRA, BP-
Wakil Gubernur Su-
lawesi Tenggara
Hugua  menegaskan
pentingnya  disiplin
dan penguatan tata
kelola  pemerintahan
saat memimpin apel
gabungan  Aparatur
Sipil Negara (ASN)
lingkup  Pemerintah
Provinsi Sulawe-
si Tenggara di Aula
Bahteramas Kan-
tor Gubernur Sultra,
Senin (11/5/2026).
Penegasan itu disam-
paikan sebagai bagian
dari evaluasi mema-
suki tahun kedua pe-
merintahan pasangan
ASR-Hugua.

Dalam apel terse-
but, Hugua meminta
seluruh ASN menjaga
profesionalisme serta
memastikan roda pe-
merintahan  berjalan
sesuai aturan dan nor-
ma birokrasi. Menurut
dia, ASN merupakan
elemen utama dalam
memastikan program
pembangunan daerah
dapat berjalan efektif
dan tepat sasaran.

“ASN harus men-
jadi teladan dalam di-
siplin dan pelayanan
publik. Pemerintahan
yang kuat lahir dari
aparatur yang bekerja
dengan integritas dan
tanggung jawab,” kata
Hugua di hadapan pe-

serta apel.
Ia menjelaskan,
tantangan ~ pemban-

gunan daerah saat ini
tidak hanya berkai-
tan dengan percepa-
tan ekonomi, tetapi
juga bagaimana mem-

bangun tata kelola
pemerintahan  yang
transparan,  respon-

sif, dan berorientasi
pada kepentingan mas-
yarakat.

Menurut Hugua, visi
pembangunan Sulawesi
Tenggara yang maju,
aman, sejahtera, dan
religius tidak akan ter-
capai tanpa sinergi an-
tarlembaga pemerintah-
an. Karena itu, seluruh
organisasi  perangkat
daerah (OPD) diminta
menerjemahkan Tri
Cita pembangunan Sul-
tra ke dalam program
kerja yang konkret.

“Semua OPD harus
mampu menyusun pro-

gram yang terukur dan
menyentuh  kebutuhan
masyarakat. Tri Cita
tidak boleh Dberhenti
sebagai slogan pemba-
ngunan,” ujarnya.

Dalam arahann-
ya, Wagub Sultra juga
menyoroti pentingnya
Musyawarah ~ Peren-
canaan Pembangunan
(Musrenbang) sebagai
instrumen sinkroni-
sasi kebijakan antara
pemerintah  provinsi
dan pemerintah kabu-
paten/kota. la menilai
Musrenbang menjadi
ruang strategis untuk
memperkuat koordina-
si pembangunan lintas
wilayah.

Hugua mengatakan,
melalui forum peren-
canaan tersebut, arah
pembangunan daerah
dapat  diterjemahkan
secara nyata ke dalam
kebijakan anggaran dan
program prioritas da-
lam APBD.

“Musrenbang  bu-
kan sekadar agenda
tahunan, tetapi ruang
memperkuat  jejaring
pembangunan  antara
pemerintah  provinsi,
kabupaten, kota, hingga
OPD,” katanya.

Selain ~ membahas
tata kelola pemerintah-
an, Hugua turut meny-
inggung  momentum
Hari Ulang Tahun ke-
62 Provinsi Sulawesi
Tenggara yang dipe-
ringati tahun ini. Ia
mengajak seluruh ASN
menjaga semangat har-

moni Sultra sebagai
fondasi pembangunan
daerah.

Menurut dia, har-
moni memiliki makna
strategis dalam mem-
bangun hubungan
yang sehat antara pe-
merintah, masyarakat,
dan lingkungan sosial.
Kondisi daerah yang
harmonis dinilai mam-
pu menciptakan sta-
bilitas sosial sekaligus
mendukung  investa-
si dan pertumbuhan
ekonomi daerah.

Secara historis,
konsep harmoni so-
sial dalam pemban-
gunan daerah telah
menjadi perhatian pe-

merintah Indonesia
sejak era Orde Baru
melalui pendekatan

pembangunan nasional
berorientasi stabilitas.
Dalam perkembangan
global, konsep serupa
juga diterapkan sejum-
lah negara Asia seperti

\

Jepang dan Korea Sela-
tan yang menempatkan
disiplin birokrasi serta
kolaborasi sosial se-
bagai fondasi kemajuan
ekonomi pascaperang.

Di Indonesia, pen-
guatan reformasi bi-
rokrasi mulai diperce-
pat sejak 2010 melalui
Grand Design Refor-
masi Birokrasi Nasi-
onal yang menitikber-
atkan pada pelayanan
publik, akuntabilitas,
dan efektivitas pemer-
intahan daerah. Pemer-
intah daerah, termasuk
di Sulawesi Tenggara,
menjadi bagian pent-
ing dalam pelaksanaan
agenda reformasi terse-
but.

Sementara itu, da-
lam konteks kebenca-
naan, Hugua member-
ikan apresiasi kepada
Dinas Sosial dan BPBD
Sultra atas respons
cepat terhadap banjir
yang melanda sejumlah
wilayah beberapa wak-
tu terakhir. Ia menilai
kecepatan penanganan
bencana  merupakan
bentuk nyata kehadiran
pemerintah di tengah
masyarakat.

“Respons cepat ter-
hadap bencana harus
terus  dipertahankan.
Pemerintah harus hadir
memberikan  perlind-
ungan dan pelayanan
bagi masyarakat dalam

2

kondisi apa pun,” ujar
Hugua.
Badan Nasional

Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) dalam
beberapa tahun terakhir
juga terus mendorong
penguatan sistem mit-
igasi bencana di daer-
ah, terutama di wilayah
rawan banjir dan cua-
ca ekstrem. Secara
global,  Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB)
melalui program Sen-
dai  Framework for
Disaster Risk Reduc-
tion turut menekankan
pentingnya kesiapsiag-
aan pemerintah daer-
ah dalam menghadapi
bencana.

Apel gabungan
ASN tersebut diiku-
ti jajaran pejabat dan
pegawai lingkup Pem-
prov Sultra. Kegiatan
itu sekaligus menjadi
momentum konsolida-
si pemerintahan untuk
memperkuat koordina-
si pembangunan daer-
ah memasuki tahun
kedua kepemimpinan
ASR-Hugua.(*)
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Bupati Azhari Dipuji Kemenkes karena
Tak Pangkas Insentif Dokter

Laporan:Ardi

BUTONTENGAH,
BP- Pemerintah pusat
memberikan apresia-
si terhadap komitmen
Pemerintah Kabu-
paten Buton Tengah
dalam  memperkuat
pelayanan kesehatan
daerah melalui pen-
ingkatan kesejahteraan
tenaga medis dan per-
cepatan  operasional
Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Ka-
bupaten Buton Ten-
gah. Apresiasi itu dis-
ampaikan Direktur
Jenderal = Kesehatan
Lanjutan Kementerian
Kesehatan RI, Azhar
Jaya, saat melakukan
peninjauan  kesiapan
rumah sakit tersebut
bersama Bupati Buton
Tengah, Azhari, Jumat
(8/5/2026).

Dalam kunjungan
tersebut, dr. Azhar
Jaya menilai kebija-
kan Pemerintah Ka-
bupaten Buton Tengah
yang tidak memotong
insentif dokter spesia-
lis merupakan langkah
progresif yang patut
dicontoh oleh daerah
lain di Indonesia, khu-
susnya wilayah kepu-
lauan dan terpencil
yang selama ini men-
galami  keterbatasan
tenaga kesehatan.

“Pusat  memberi-
kan insentif Rp30 juta,
kemudian  ditambah
lagi Rp30 juta oleh
pemerintah daerah se-
hingga total mencapai
Rp60 juta per bulan.
Ini  kebijakan yang
sangat baik karena
membuat dokter spesi-
alis tertarik bertugas di
daerah,” kata dr. Azhar
Jaya di sela peninjauan
RSUD Buton Tengah.

RSUD Buton Ten-
gah sendiri merupa-
kan salah satu rumah
sakit penerima Pro-
gram Rumah Sakit
Peningkatan Mutu dan
Pelayanan Kesehatan
Terpadu (PHTC), pro-
gram nasional yang di-
gagas pemerintah pu-
sat pada era Presiden
Prabowo Subianto un-
tuk memperkuat kual-
itas layanan kesehatan
di daerah.

Program tersebut

diarahkan untuk mem-

percepat pemerataan
fasilitas kesehatan,
terutama di kawasan

kepulauan, perbatasan,
dan daerah tertinggal
yang selama berta-
hun-tahun menghada-
pi kesenjangan akses
pelayanan medis. Se-
cara historis, persoa-
lan distribusi dokter di
Indonesia masih men-
jadi tantangan besar
sejak dekade 1990-an,
ketika sebagian besar
tenaga dokter spesialis
terkonsentrasi di ko-
ta-kota besar di Pulau
Jawa.

Data Kementerian
Kesehatan menunjuk-
kan rasio dokter spe-
sialis Indonesia hingga
2025 masih berada di
bawah sejumlah neg-
ara Asia Tenggara.
Indonesia ~ memiliki
rasio sekitar 0,47 dok-
ter spesialis per 1.000
penduduk, jauh di
bawah Malaysia dan
Thailand yang telah
melampaui angka 1
dokter per 1.000 pen-
duduk. Kondisi terse-
but membuat pemer-
intah terus mendorong
kebijakan  afirmatif
untuk menarik tenaga
medis ke daerah ter-
pencil.

Secara internasion-
al, kebijakan pembe-
rian insentif tambahan
bagi tenaga kesehatan
di wilayah sulit juga
diterapkan di berb-
agai negara. Australia,
misalnya, sejak lama
menjalankan  skema
Rural Health Incen-
tive untuk dokter yang
bersedia bertugas di
pedalaman. Sementara
Kanada memberikan
tunjangan khusus bagi
dokter di kawasan
utara dan wilayah ter-
pencil demi menjaga
pemerataan  layanan
kesehatan nasional.

Di Indonesia, pola
serupa mulai diperkuat
melalui sinergi antara
pemerintah pusat dan
daerah. Dalam kon-
teks itu, Buton Tengah
dinilai menjadi salah
satu contoh daerah
yang berhasil mener-

jemahkan  kebijakan
nasional ke dalam
dukungan  anggaran

daerah secara konkret.

“Kepada  seluruh
kepala daerah, saya
berharap  kebijakan
seperti ini bisa dite-
ladani. Program pusat
harus diperkuat oleh
pemerintah daerah
agar dokter merasa
nyaman bekerja dan
masyarakat mendapa-
tkan pelayanan ter-
baik,” ujar dr. Azhar
Jaya.

Selain ~ meninjau
kesiapan operasional
rumah sakit, rombon-
gan Kementerian Kes-
ehatan juga mengecek
kesiapan sumber daya
manusia, fasilitas me-
dis, hingga dukungan
pelayanan kesehatan
dasar yang akan terin-
tegrasi dengan RSUD
tersebut.

Bupati Buton Ten-
gah, Aczhari, men-
gatakan ~ pemerintah
daerah menempatkan
sektor kesehatan se-
bagai prioritas utama
pembangunan karena
berkaitan  langsung
dengan kualitas hidup
masyarakat.  Setelah
kesehatan, pemerin-
tah daerah kemudian
memfokuskan  pem-
bangunan pada sektor
pendidikan dan infra-
struktur.

“Kesehatan adalah
kebutuhan paling men-
dasar. Karena itu kami
prioritaskan ~ angga-
ran kesehatan terlebih
dahulu. Kami sangat
bersyukur pemerintah
pusat menghadirkan
RSUD PHTC di Buton
Tengah,” kata Azhari.

Menurut dia, ke-
hadiran RSUD PHTC
menjadi  momentum
penting dalam mem-
percepat peningkatan
layanan kesehatan
masyarakat di wilayah
kepulauan. Ia menga-
kui, jika pembangunan
rumah sakit modern
tersebut hanya men-
gandalkan  kemam-
puan APBD, prosesn-
ya akan membutuhkan
waktu yang sangat
panjang.

Azhari juga me-
nilai berbagai program
strategis  pemerintah
pusat dalam satu tahun
terakhir telah mem-
berikan dampak sig-

nifikan terhadap per-
tumbuhan  ekonomi
daerah. Berdasar-
kan data pemerintah
daerah, pertumbuhan
ekonomi Buton Ten-
gah meningkat menja-
di 5,56 persen setelah
sebelumnya  hanya
berada di kisaran 2,5
hingga 3,5 persen.
Peningkatan  itu
dipengaruhi oleh had-
irnya sejumlah pro-
gram nasional seperti
RSUD PHTC, Seko-
lah Rakyat, pemban-
gunan Gudang Bulog,
Kampung  Nelayan
Merah Putih, program
Makan Bergizi Gra-
tis (MBG), hingga
pengembangan Kedai
Koperasi Desa Merah
Putih.
“Program-pro-
gram ini tidak hanya
meningkatkan pe-
layanan publik, tetapi
juga menggerakkan
ekonomi masyarakat.
Kami optimistis per-
tumbuhan  ekonomi
Buton Tengah akan
terus meningkat da-
lam beberapa tahun ke
depan,” ujar Azhari.
Selain itu, Pemer-
intah Kabupaten Bu-
ton Tengah kini tengah
memperkuat pengem-
bangan kampus mari-
tim yang disesuaikan
dengan potensi sum-
ber daya kelautan ka-
wasan timur Indone-
sia.  Pengembangan
sektor pendidikan
maritim tersebut di-
harapkan mampu
mencetak tenaga ker-
ja terampil sekaligus
mendukung pemban-
gunan ekonomi ber-
basis kelautan.
Kunjungan Dirjen
Kesehatan Lanjutan
Kementerian Keseha-
tan RI ke RSUD Buton
Tengah menegaskan
komitmen pemerin-
tah pusat dan daerah
dalam mempercepat

pemerataan layanan
kesehatan  nasional.
Kolaborasi tersebut

dinilai penting untuk
menjawab tantangan
ketimpangan layanan
medis sekaligus mem-
perkuat pembangunan
di kawasan kepulauan
Indonesia.(*)
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Dirjen Kemenkes Pastikan RSUD Buton

Laporan: Ardi

BUTON TEN-
GAH, BP- Pemerin-
tah pusat memperkuat
pengawasan terhadap
kesiapan layanan kes-
ehatan daerah melalui
kunjungan kerja Di-
rektur Jenderal Kes-
ehatan Lanjutan Ke-
menterian Kesehatan
RI, Azhar Jaya, ke
Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Kabu-
paten Buton Tengah,
Jumat (8/5). Peninjau-
an tersebut dilakukan
untuk memastikan
rumah sakit itu siap
beroperasi secara op-
timal menjelang pere-
smian resmi.

Kunjungan terse-
but menandai komit-
men pemerintah dalam
mempercepat pemer-
ataan layanan keseha-
tan, khususnya di ka-
wasan kepulauan dan
daerah  berkembang.
Dalam agenda itu,
Dirjen Kesehatan Lan-
jutan melakukan pe-
meriksaan menyeluruh
terhadap fasilitas pe-
layanan, sistem op-
erasional, hingga ke-
siapan sumber daya
manusia di RSUD Bu-
ton Tengah.

Didampingi  jaja-
ran pemerintah daerah
dan manajemen rumah
sakit, dr. Azhar Jaya
meninjau  langsung
Instalasi Eksekutif, ru-
ang pelayanan rawat
jalan, alur adminis-
trasi pasien, hingga
kesiapan fasilitas pen-
dukung medis lainnya.
Peninjauan dilakukan
untuk memastikan
standar pelayanan ru-
mah sakit telah sesuai
dengan ketentuan Ke-
menterian Kesehatan
RI

“Kami ingin me-
mastikan seluruh in-
strumen  pelayanan
dapat berjalan efektif
dan memenuhi standar
mutu nasional sebelum
rumah sakit ini dioper-
asikan secara penuh,”
ujar Azhar Jaya saat
melakukan dialog ber-
sama tenaga kesehatan
di lokasi.

Selain pemeriksaan
fisik bangunan, rom-
bongan  Kementerian
Kesehatan juga meng-
gelar diskusi  teknis
bersama tenaga medis
dan jajaran manajemen
RSUD. Forum tersebut
membahas  tantangan
pelayanan kesehatan di

Tengah Siap Beroperasi Penuh

daerah, kebutuhan alat
kesehatan, serta kesia-
pan tenaga medis dalam
mendukung pelayanan
masyarakat.

Upaya  penguatan
layanan kesehatan daer-
ah tersebut sejalan den-
gan program transfor-
masi sistem kesehatan
nasional yang bebera-
pa tahun terakhir terus
didorong pemerintah.
Berdasarkan data Ke-
menterian  Kesehatan
RI, pembangunan dan
revitalisasi rumah sakit
daerah menjadi salah
satu fokus utama untuk
mengurangi kesenjan-
gan akses layanan kes-
ehatan antara wilayah
perkotaan dan daerah
terpencil.

Secara historis, In-
donesia mulai mem-
percepat  pemerataan
fasilitas kesehatan pas-
capandemi Covid-19.
Pemerintah kemudian
memperluas  pemba-
ngunan rumah sakit
di  berbagai daerah
melalui skema Dana
Alokasi Khusus kese-
hatan, penguatan Uni-
versal Health Coverage
(UHC), serta peningka-
tan kapasitas layanan
rujukan nasional.

Langkah itu juga se-
jalan dengan rekomen-
dasi Organisasi Kese-
hatan Dunia atau World
Health  Organization
yang mendorong seti-
ap negara memperkuat
sistem layanan keseha-
tan primer dan rumah
sakit regional guna
meningkatkan ketahan-
an kesehatan nasional.
WHO dalam sejumlah
laporannya menye-
but pemerataan fasili-
tas kesehatan menjadi
faktor penting dalam
menurunkan angka ke-
matian dan meningkat-
kan kualitas hidup mas-
yarakat.

Bupati Buton Ten-
gah, Azhari, menyam-
paikan apresiasi atas
perhatian  pemerintah
pusat terhadap pemban-
gunan sektor kesehatan
di wilayahnya. Menurut
dia, dukungan Kement-
erian Kesehatan memi-
liki peran besar dalam
percepatan pembangu-
nan RSUD Buton Ten-
gah.

“Kami sangat ber-
terima kasih atas per-
hatian pemerintah pu-
sat. Kehadiran Bapak
Dirjen menjadi bukti
nyata bahwa pemban-
gunan layanan keseha-
tan di daerah mendapat

dukungan penuh dari
Kementerian Keseha-
tan,” kata Azhari.

Ia menambahkan,
percepatan pembangu-
nan rumah sakit terse-
but tidak terlepas dari
dukungan pembiayaan
pemerintah pusat dan
implementasi program
jaminan kesehatan na-
sional atau Universal
Health Coverage yang
terus diperkuat di daer-
ah.

“Pembangunan
yang berjalan cepat ini
tentu tidak mungkin
terlaksana tanpa sin-
ergi antara pemerintah
daerah dan pemerintah
pusat,” ujarnya.

Dalam kesempatan
itu, pemerintah daer-
ah juga menegaskan
komitmennya  untuk
meningkatkan kualitas
pelayanan  kesehatan
berbasis kebutuhan
masyarakat.  Kehad-
iran RSUD Buton Ten-
gah diharapkan mam-
pu memperluas akses
layanan kesehatan
bagi warga di kawasan
kepulauan dan daerah
sekitar.

Direktur RSUD Bu-
ton Tengah, dr. Soraya
Wildhani Jamil, Sp.PD,

menyebut pihakn-
ya terus melakukan
pembenahan internal

menjelang operasion-
al penuh rumah sakit
tersebut. Menurutnya,
kesiapan tenaga kes-
ehatan dan sistem pe-
layanan menjadi prior-
itas utama.

“Kami terus mem-
persiapkan seluruh
aspek pelayanan agar
masyarakat nantinya
memperoleh layanan
kesehatan yang aman,
cepat, dan profesion-
al,” ujar Soraya.

Agenda kunjungan
kerja kemudian ditutup
dengan evaluasi lan-
jutan terkait kesiapan
akhir operasional ru-
mah sakit. Turut men-
dampingi kegiatan itu
Kepala Dinas PUTR,
Sekretaris Dinas Kes-
echatan Hasrun Hasanu,
S.K.M., M.Kes., serta
jajaran pejabat Direk-
torat Jenderal Keseha-

tan RI.
Kehadiran lintas
sektor dalam penin-

jauan tersebut mene-
gaskan adanya sinergi
kuat antara pemerintah
pusat dan daerah dalam
membangun layanan
kesehatan yang merata,
berkelanjutan, dan ber-
standar nasional bagi
masyarakat Kabupaten
Buton Tengah.(*)
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DEPOK, BP- Ke-
menterian Kesehatan
Republik  Indonesia
bersama sejumlah mi-
tra pembangunan in-
ternasional menegas-
kan kembali komitmen
penguatan  program
imunisasi nasional da-
lam momentum Pun-
cak Pekan Imunisasi
Dunia (PID) 2026. Ke-
giatan tersebut digelar
di Balai Sidang Uni-
versitas Indonesia, De-
pok, Sabtu (2/5/2026),
dengan fokus utama
memperluas cakupan
imunisasi dan men-
jangkau anak-anak
yang belum pernah
mendapatkan  vaksin
atau zero-dose.

Pemerintah  men-
catat capaian imuni-
sasi dasar lengkap di
Indonesia pada 2025
telah mencapai 80,2
persen. Meski menun-
jukkan kemajuan, ma-
sih terdapat sekitar
960.000 anak yang
belum mendapatkan
imunisasi sama sekali.
Kelompok ini menjadi
perhatian serius da-
lam upaya percepatan
perlindungan  kese-
hatan anak di seluruh
wilayah Indonesia.

Plt. Direktur Jen-
deral Penanggulangan
Penyakit Kementerian
Kesehatan RI, dr. Andi
Saguni, menegaskan
bahwa penguatan imu-
nisasi rutin menjadi
prioritas utama setelah
pandemi COVID-19.
Ia menyebutkan bah-
wa penurunan cakupan
imunisasi sempat ter-
jadi dan perlu segera
dipulihkan melalui
kerja sistematis lintas
sektor.

“Imunisasi rutin

adalah kunci utama.
Kita tidak boleh len-
gah karena risiko keja-
dian luar biasa seperti
campak, difteri, atau
pertusis bisa mening-
kat jika cakupan tidak
optimal,” ujar dr. Andi
Saguni dalam keteran-

gannya.
Ia juga memastikan
ketersediaan  vaksin

secara nasional dalam
kondisi aman. Pemer-
intah, kata dia, telah
menyiapkan stok vak-
sin hingga sembilan
bulan ke depan untuk
menghindari kekuran-
gan distribusi di daer-
ah.

“Kami pastikan
ketersediaan  vaksin
aman, bahkan hingga
sembilan bulan ke de-
pan. Tidak boleh ada
lagi alasan kekurangan
vaksin,” tambahnya.
Ia juga menekankan
pentingnya menjaga
kualitas rantai dingin
distribusi  vaksin di
seluruh wilayah.

Dari sisi mitra inter-
nasional, Perwakilan
UNICEF Indonesia,
Jean Lokenga, men-
egaskan bahwa imu-
nisasi merupakan hak
dasar anak yang wajib
dipenuhi. la menyoroti
pentingnya menjang-
kau anak-anak yang
belum pernah tersen-
tuh layanan vaksinasi.

Menurutnya, leb-
th dari 100 juta dosis
vaksin telah disalur-
kan melalui inisiatif
The Big Catch-Up di
36 negara. Program
tersebut menunjukkan
bahwa hambatan akses
dapat diatasi melalui
kerja sama yang kuat
antara pemerintah dan
mitra global.

“Namun kampanye

Lewat Imunisasi Nas

ini bukan pengganti
sistem imunisasi rutin
yang kuat. Sistem nasi-
onal tetap harus menja-
di fondasi utama,” jelas
Jean Lokenga dalam fo-
rum tersebut.

Sementara itu, Per-
wakilan  WHO In-
donesia, dr. Olivia,
menekankan bahwa
imunisasi merupakan
salah satu intervensi
kesehatan masyarakat
paling efektif di dun-
ia. la menyebut vaksin
telah  menyelamatkan
lebih dari 150 juta jiwa
secara global.

“Vaksin adalah
investasi kesehatan
yang sangat cost-ef-

fective dan harus ter-
us diperkuat melalui
sistem berbasis bukti
ilmiah,” ujarnya. Ia
juga mengapresiasi In-
donesia yang secara ak-
tif memperingati Pekan
Imunisasi Dunia se-
bagai bentuk komitmen
nasional.

Di tingkat nasional,
Direktur Imunisasi Ke-
menterian  Kesehatan
RI, dr. Indri, menegas-
kan bahwa momen-
tum PID 2026 menja-
di penggerak penting
untuk mempercepat
capaian imunisasi di
Indonesia. Ia menye-
but kegiatan ini bukan
sekadar seremonial,
melainkan upaya nyata
memperkuat kesadaran
masyarakat.

“Melalui rangkaian
kegiatan Pekan Imuni-
sasi Dunia, kami ingin
menguatkan  kembali
kesadaran masyarakat
bahwa imunisasi sangat
penting untuk melind-
ungi generasi kita,” ka-
tanya.

Peringatan ~ Pekan
Imunisasi Dunia 2026

ional

~

¥

& Ny
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mengusung tema global
“For Every Generation,
Vaccines Work” yang
menegaskan bahwa
vaksin efektif melind-
ungi seluruh kelompok
usia. Sementara tema

nasional “Lengkapi
Imunisasi ~ Sepanjang
Usia” menekankan

pentingnya perlindun-
gan kesehatan dari bayi
hingga lanjut usia.

Rangkaian  kegia-
tan puncak juga diisi
dengan fun walk yang
melibatkan ratusan pe-
serta dari berbagai ka-
langan serta layanan
imunisasi langsung
kepada  masyarakat.
Kegiatan ini menja-
di bentuk pendekatan
edukatif sekaligus pe-
layanan kesehatan yang
lebih dekat dengan war-
ga.
Salah satu peserta,
Dila (33), yang memba-
wa anaknya mengikuti
imunisasi, mengapre-
siasi pelayanan yang
diberikan. Ia menyebut
proses berjalan tertib
dan cepat tanpa antrean
panjang.

“Ini imunisasi PCV
ke-3, seru dan tidak
perlu antre panjang.
Saya berharap imuni-
sasi ini bisa melindungi
anak saya dari berbagai

penyakit menular,”
ujarnya.
Melalui  kolaborasi

pemerintah, organisasi
internasional, dan parti-
sipasi masyarakat, Ke-
menterian  Kesehatan
RI optimistis target cak-
upan imunisasi nasion-
al dapat terus mening-
kat. Upaya ini sekaligus
menjadi bagian penting
dalam memperkuat fon-
dasi kesehatan menuju
Indonesia Emas 2045.

*)
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Wamenkes Dorong Transformasi Layanan
Kesehatan Syariah Nasional

TANGGERANG,
BP- Pemerintah In-
donesia terus mem-
perkuat arah pengem-
bangan layanan
kesehatan berbasis
nilai syariah yang ti-
dak hanya berfokus
pada aspek medis,
tetapi juga mengin-
tegrasikan dimensi
spiritual dan kemanu-
siaan dalam pelayanan
kepada pasien. Pen-
guatan ini menjadi ba-
gian dari transformasi
sistem kesehatan nasi-
onal yang lebih inklu-
sif dan holistik.

Wakil Menteri
Kesehatan RI Dante
Saksono Harbuwono
menegaskan hal terse-
but saat membuka 6th
International Islamic
Healthcare  Confer-
ence and Expo di Tan-
gerang, Rabu (6/5),
yang digelar oleh Ma-
jelis Upaya Kesehatan
Islam Seluruh Indone-
sia (MUKISI).

Dalam forum in-
ternasional  tersebut,
Dante menyoroti bah-
wa kebutuhan pasien
tidak hanya sebatas
obat dan tindakan me-
dis, tetapi juga men-

cakup ketenangan
batin serta pelayanan
yang menghormati

nilai-nilai keyakinan.
“Ketika seseorang
sedang sakit, ia mem-
butuhkan rasa tenang,
dihormati, dan keyak-
inan bahwa ia dirawat
sesuai nilai yang di-
yakini. Ini  bukan
sekadar kenyamanan,
tetapi kebutuhan spir-
itual yang fundamen-
tal,” ujar Dante.
Indonesia sebagai
negara dengan popu-
lasi Muslim terbesar di
dunia dinilai memiliki
peluang strategis untuk
menjadi pusat layanan
kesehatan halal glob-
al. Data demografis
menunjukkan sekitar
87 persen penduduk
Indonesia  beragama
Islam, menjadikan ke-
butuhan layanan ber-
basis syariah semakin
relevan dalam sistem
kesehatan nasional.
Penguatan layanan
kesehatan syariah juga
dikaitkan dengan nilai
dasar negara. Pemer-
intah menilai prinsip
Ketuhanan Yang Maha
Esa dalam Pancasi-
la menjadi landasan
penting dalam meng-

hadirkan  pelayanan
kesehatan yang meng-
hormati keberagaman
keyakinan masyarakat.

Dalam perkemban-
gan historis, konsep
rumah sakit berba-
sis nilai Islam telah
berkembang sejak abad
pertengahan  melalui
institusi ~ Bimaristan
di dunia Islam, yang
dikenal sebagai pusat
pelayanan kesehatan
modern pada masanya.
Model tersebut kemu-
dian  menginspirasi
perkembangan rumah
sakit modern di Eropa
pada abad ke-19 yang
menekankan aspek eti-
ka dan kemanusiaan.

Di Indonesia,
perkembangan rumah
sakit syariah mulai
menguat dalam satu
dekade terakhir. Saat
ini tercatat 24 rumah
sakit telah memper-
oleh sertifikasi syariah
yang tersebar di berb-
agai wilayah seperti
Jawa, Sumatera, hing-
ga Kalimantan.

“Capaian ini mer-
upakan komitmen
nyata untuk menginte-
grasikan prinsip agama
ke dalam pelayanan
kesehatan,” kata Dan-
te dalam sambutannya.

Selain rumah sakit,
pemerintah juga mem-
perluas ekosistem ha-
lal di sektor kesehatan.
Hingga tahun 2026,
sekitar 44 ribu produk
farmasi di Indonesia
telah mengantongi
sertifikasi halal, men-
cakup obat-obatan dan
produk medis lainnya.

Untuk memperkuat
ekosistem  tersebut,
Kementerian  Kese-
hatan  menggandeng
sejumlah lembaga,
di antaranya Badan
Penyelenggara Ja-
minan Produk Halal
(BPJPH), Komite Na-
sional Ekonomi dan
Keuangan Syariah
(KNEKYS), serta indus-
tri farmasi nasional da-
lam penguatan standar
layanan.

Dante menegaskan
bahwa prinsip halalan
thayyiban harus men-
jadi standar utama
dalam seluruh rantai
layanan kesehatan.
Prinsip ini tidak hanya
menjamin  kehalalan,
tetapi juga kualitas
dan keamanan produk
kesehatan yang digu-
nakan masyarakat.

“Rumah sakit sya-
riah  bukan hanya
tentang label, tetapi
tentang layanan yang
holistik, humanis, dan
berkeadilan,”  tegas
Dante.

Ketua Badan Pen-
gurus Dewan Syariah
Nasional Majelis Ula-
ma Indonesia (DSN-
MUI), KH Cholil Naf-
is, dalam kesempatan
yang sama menekank-
an bahwa sertifikasi
syariah di sektor kes-
ehatan bersifat univer-
sal dan dapat diterap-
kan di seluruh rumah
sakit, baik pemerintah
maupun swasta.

Menurutnya, kon-
sep layanan syariah
mencakup aspek ke-
bersihan, kehalalan
produk, hingga sistem
keuangan yang sesuai
prinsip Islam, namun
tetap dapat member-
ikan manfaat bagi
seluruh  masyarakat
tanpa memandang
latar belakang agama.

“Seluruh  layanan
kesehatan harus me-
mastikan  kehalalan
obat, alat kesehatan,
kapsul, hingga bahan
suntikan, serta mem-
berikan rasa nyaman
dan tenang kepada
pasien,” ujar Cholil
Nafis.

la menambahkan
bahwa standar terse-
but tidak hanya rele-
van di Indonesia, teta-
pi juga sejalan dengan
tren global, di mana
sejumlah negara sep-
erti Malaysia, Turki,
dan Uni Emirat Arab
telah lebih dahulu
mengembangkan in-
dustri wisata keseha-
tan halal.

Konferensi berte-
ma ‘From Certifica-
tion to Collaboration’itu
dipandang menjadi mo-
mentum penting dalam
memperkuat sinergi lin-
tas sektor untuk memba-
ngun ekosistem layanan
kesehatan syariah yang
terintegrasi di Indone-
sia.

Pemerintah berharap
hasil forum ini tidak
hanya berhenti pada di-
skusi akademik, tetapi
menghasilkan langkah
konkret dalam mem-
perkuat posisi Indonesia
sebagai salah satu pusat
layanan kesehatan ha-
lal dunia yang berdaya
saing global.(*)
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Eks Konsultan Kemendikbud Divonis
4 Tahun, Ini Pertimbangan Hakim

Eks konsultan era Nadiem, Ibam divonis 4 tahun penjara.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-
Majelis hakim Penga-
dilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Ja-
karta Pusat menjatuh-
kan hukuman empat
tahun penjara kepada
mantan konsultan te-
knologi eks Menteri
Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset, dan Te-
knologi, Ibrahim Arief
alias Ibam, dalam perk-
ara korupsi pengadaan
laptop  Chromebook
tahun anggaran 2020-
2022. Putusan itu lebih
rendah dibanding tun-
tutan jaksa penuntut
umum yang sebelum-
nya meminta hukuman
15 tahun penjara.

Selain pidana
badan, Ibam juga di-
jatuhi denda Rp500
juta subsider 120 hari
kurungan. Putusan
dibacakan dalam si-
dang di Pengadilan
Tipikor Jakarta, Selasa
(12/5), oleh ketua ma-
jelis hakim Purwanto
S. Abdullah bersama
empat hakim anggota
lainnya.

Dalam amar pu-
tusan, majelis hakim
menilai Ibam terbuk-
ti terlibat dalam tin-
dak pidana korupsi
yang  menyebabkan
kerugian  keuangan
negara pada proyek
pengadaan teknologi
informasi dan komuni-
kasi (TIK) di lingkun-
gan Kementerian Pen-
didikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi.

Meski  demikian,
hakim menilai posisi
Ibam berbeda dengan
pejabat pengambil
kebijakan  strategis.
Majelis menyebut ter-
dakwa hanya Dber-
peran sebagai tenaga
konsultan  teknologi
yang memberikan ma-
sukan teknis terkait
pengadaan perangkat
Chromebook.

“Terdakwa  tidak

terbukti menerima ali-
ran dana langsung dari
pengadaan TIK kepa-
da pribadinya,” ujar
ketua majelis hakim
Purwanto S. Abdullah
saat membacakan per-
timbangan putusan.

Pertimbangan lain
yang meringankan
hukuman ialah karena
Ibam belum pernah
dijatuhi pidana sebel-
umnya. Hakim juga
melihat kapasitas ter-
dakwa tidak berada
pada posisi penentu
kebijakan utama da-
lam proyek pengadaan
laptop tersebut.

Di sisi lain, ma-
jelis  hakim menilai
perbuatan  terdakwa
tetap mencederai up-
aya pemerintah da-
lam menciptakan tata
kelola pemerintahan
yang bersih dan bebas
dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme
(KKN).

Hakim juga men-
yoroti dampak sosial
dari perkara tersebut
karena proyek ber-
langsung saat pandemi
Covid-19.  Menurut
majelis, dugaan peny-
impangan dalam pen-
gadaan Chromebook
berdampak terhadap
proses pemetaan kual-
itas pendidikan nasi-
onal di tengah krisis
kesehatan global.

“Perbuatan tersebut
dilakukan pada sektor
pendidikan di masa
pandemi Covid-19 se-
hingga menimbulkan
dampak ganda bagi
negara dan dunia pen-

didikan,” kata Pur-
wanto.

Perkara ini turut
diwarnai  perbedaan
pendapat di inter-
nal majelis hakim.

Dua hakim anggota,
yakni Eryusman dan
Andi Saputra, men-
yampaikan dissenting
opinion atau pendapat
berbeda terhadap putu-
san mayoritas hakim.

Kedua hakim terse-
but berpandangan
unsur pidana yang di-
dakwakan jaksa belum
terpenuhi secara utuh.
Mereka menilai Ibam
tidak memiliki hubun-
gan langsung dengan
pihak-pihak internal
kementerian sebelum
proyek berjalan.

Selain itu, Ibam
disebut tidak terbukti
melakukan lobi atau
pendekatan terhadap
pejabat yang memili-
ki kewenangan dalam
proses  perencanaan
anggaran pengadaan
Chromebook.

“Harga  Chrome-
book yang disam-
paikan terdakwa hanya
bersifat rekomendasi
dan mengacu pada
harga di marketplace,”
ujar hakim anggota
Andi Saputra dalam
dissenting opinion
yang dibacakan di per-
sidangan.

Kasus pengadaan
Chromebook  sendiri
menjadi salah satu per-
kara besar yang meny-
ita perhatian publik
karena  berlangsung
pada masa pandemi,
ketika pemerintah ten-
gah mendorong pem-
belajaran jarak jauh
secara nasional. Saat
itu, kebutuhan perang-
kat digital meningkat
tajam seiring kebija-
kan sekolah daring di
seluruh Indonesia.

Secara historis,
proyek digitalisasi
pendidikan bukan han-
ya terjadi di Indonesia.
Sejumlah negara juga
menghadapi  persoa-
lan serupa dalam pen-
gadaan perangkat pen-
didikan digital selama
pandemi  Covid-19.
Di Amerika Serikat
dan India, misalnya,
beberapa proyek pen-
gadaan perangkat be-
lajar daring sempat
mendapat  sorotan
auditor negara akibat
persoalan transpar-

ansi dan efektivitas
penggunaan angga-
ran pendidikan.

Di Indonesia,
program digitalisasi
sekolah mulai diper-
cepat sejak 2020
sebagai bagian dari
transformasi pendi-
dikan nasional. Pe-
merintah ketika itu
mengalokasikan an-
ggaran besar untuk

mendukung  akses
teknologi  pembe-
lajaran bagi siswa

dan guru di berbagai
daerah.

Namun, sejum-
lah pengamat pen-
didikan sejak awal
mengkritik  efekti-
vitas  penggunaan
Chromebook untuk
wilayah dengan ke-
terbatasan jarin-
gan internet. Kritik
tersebut  kemudian
berkembang menja-
di perhatian publik
setelah aparat pen-
egak hukum mengu-
sut dugaan korupsi
dalam proyek pen-
gadaan tersebut.

Jaksa sebelumn-
ya menuntut Ibam
dengan hukuman 15
tahun penjara, denda
Rpl miliar subsider
190 hari kurungan,
serta uang penggan-
ti Rpl16,92 miliar
subsider tujuh tahun
enam bulan penja-
ra. Namun, majelis
hakim memutuskan
hukuman yang jauh
lebih rendah dari
tuntutan tersebut.

Hingga kini, pu-
tusan tersebut belum
berkekuatan hukum
tetap atau inkrah.
Baik jaksa penuntut
umum maupun pi-
hak terdakwa masih
memiliki waktu tu-
juh hari kerja untuk
menentukan  sikap
hukum, apakah me-
nerima putusan atau
mengajukan upaya
banding.(*)
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Dosen PNUP Makassar Dijatuhi Sanksi
Berat terkait Pelecehan Tiga Mahasiswi

Laporan: Hadi

MAKASSAR,
BP- Politeknik Neg-
eri Ujung Pandang
mengambil langkah
tegas terhadap seo-
rang dosen Jurusan
Akuntansi berinisial
IS setelah dinyatakan
terbukti melakukan
tindakan kekerasan
seksual terhadap
tiga mahasiswi di
lingkungan kampus.
Sanksi penonaktifan

sementara  hingga
penurunan  jabatan
akademik  dijatuh-
kan menyusul hasil
investigasi  internal

yang dilakukan Sat-
uan Tugas Pencega-
han dan Penanganan
Kekerasan Seksual
(Satgas PPKS) kam-
pus.

Keputusan terse-
but diumumkan pi-
hak kampus melalui
Humas PNUP
Makassar, Rita, Se-
lasa (12/5). Menurut
Rita, langkah itu
merupakan  bentuk
komitmen kampus
dalam menciptakan
ruang akademik
yang aman dan be-
bas dari kekerasan
seksual.

“Berdasarkan ha-
sil pemeriksaan dan
rekomendasi Satgas
PPK melalui surat
nomor  01/KS.RI/
PPK/2026 tertang-
gal 16 April 2026,
dosen berinisial IS
dinyatakan terbukti
melakukan tindakan
kekerasan seksual,”
kata Rita dalam ket-
erangan resminya.

Kasus  tersebut
bermula dari lapo-
ran para korban yang
kemudian ditin-
daklanjuti  melalui
serangkaian pemer-
iksaan, pendampin-
gan psikologis awal,
pengumpulan  alat
bukti, hingga inves-
tigasi internal yang
melibatkan ~ Satgas
PPKS PNUP.

Pihak kampus me-
nilai tindakan yang
dilakukan IS tidak
hanya  berdampak
pada kondisi psikol-
ogis korban, tetapi
juga menggang-
gu rasa aman dan
martabat mahasiswi
sebagai peserta didik
di lingkungan pergu-
ruan tinggi.

Sebagai  tindak
lanjut, Direktur
PNUP menerbitkan
Surat Keputusan No-
mor 693/DST/PL10/
KP.04.04/2026 pada
20 April 2026 yang
menetapkan penon-
aktifan sementara IS
dari seluruh aktivitas
akademik.

Penonaktifan itu
meliputi  kegiatan
mengajar, mem-

bimbing mahasiswa,
menguji tugas akh-
ir maupun skripsi,
hingga seluruh akti-
vitas yang berhubun-
gan langsung den-
gan mahasiswa di
lingkungan kampus.

Tak berhenti pada
penonaktifan, pi-
hak kampus juga
mengeluarkan  Su-
rat Teguran Tertulis
Nomor  741/DST/
PL10.KP.04.05/2026
tertanggal 23 April
2026 yang melarang
IS memasuki ka-
wasan kampus 1 dan
kampus 2 PNUP.

“Sebagai  sank-
st disiplin lanjutan,
PNUP menjatuh-
kan hukuman ad-
ministratif ~ berupa
penurunan  jabatan
akademik terhadap
pelaku,” yjar Rita.

Melalui Surat
Keputusan Direktur
Nomor 1211/P/2026
tertanggal 1 Mei
2026, jabatan aka-
demik IS yang se-
belumnya menyan-
dang posisi Lektor
diturunkan menjadi
Asisten Ahli selama
12 bulan.

Selain  member-
ikan sanksi kepada
pelaku, kampus juga
memastikan  ketiga
korban memperoleh
layanan  pendamp-
ingan psikologis
melalui program
trauma healing guna
membantu  proses
pemulihan pascake-
jadian.

“Kampus ber-
komitmen memas-
tikan  penanganan
kasus berjalan se-
cara komprehensif,
berkeadilan, dan ber-
orientasi pada pemu-
lihan korban,” tutur
Rita.

PNUP juga
melakukan koordi-
nasi internal bersama
pimpinan politeknik,
Jurusan  Akuntan-
si, serta Badan Ek-
sekutif Mahasiswa
(BEM) untuk mem-
perkuat pengawasan
serta sistem pencega-
han kekerasan seksu-
al di lingkungan pen-
didikan tinggi.

Kasus yang terja-
di di PNUP menam-
bah daftar panjang
persoalan kekerasan
seksual di lingkun-
gan perguruan ting-
gi Indonesia. Dalam
beberapa tahun ter-
akhir, 1isu tersebut
menjadi  perhatian
nasional setelah
muncul berbagai
laporan serupa dari
sejumlah kampus be-

sar di Indonesia.

Pemerintah
kemudian menerbit-
kan kebijakan khu-
sus melalui Permen-
dikbudristek Nomor
30 Tahun 2021 yang
diperbarui menjadi
Permendikbudristek
Nomor 55 Tahun
2024 tentang Pence-
gahan dan Penan-
ganan Kekerasan di
Perguruan  Tinggi
(PPKPT). Regula-
si itu mewajibkan
kampus  memben-
tuk Satgas PPKS
sebagai  instrumen
penanganan dan per-
lindungan korban.

Secara nasional,
Kementerian Pem-
berdayaan Perem-
puan dan Perlind-
ungan Anak pernah
mencatat bahwa
lingkungan pendi-
dikan masih menja-
di salah satu lokasi
rawan  terjadinya
kekerasan seksual,
terutama yang mel-
ibatkan relasi kuasa
antara pengajar dan
mahasiswa.

Fenomena serupa
juga menjadi perha-
tian dunia interna-
sional. Di Amerika
Serikat dan sejum-
lah negara Eropa,
kampus-kampus
besar dalam satu
dekade terakhir
memperketat kebi-
jakan perlindungan
mahasiswa setelah
meningkatnya lapo-
ran pelecehan sek-
sual yang melibat-
kan tenaga pengajar
maupun civitas aka-
demika.

Organisasi  Pen-
didikan, Keilmuan,
dan Kebudayaan
Perserikatan Bang-
sa-Bangsa (UNES-
CO) bahkan menem-
patkan isu kekerasan
berbasis gender di
lingkungan pendi-
dikan sebagai salah
satu perhatian glob-
al karena berdampak
pada kesehatan men-
tal, kualitas belajar,
serta keberlangsun-
gan pendidikan kor-
ban.

Kasus di PNUP
Makassar menjadi
pengingat  bahwa
perguruan  tinggi

tidak hanya ditun-
tut menjadi pusat
pendidikan  dan
pengembangan
ilmu pengetahuan,
tetapi juga harus
mampu menjamin
keamanan ser-
ta  perlindungan
hak mahasiswa di
lingkungan akade-
mik.(*)
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Suasana Haru Warnai Pelepasan 135
Calon Jemaah Haji Asal Kota Baubau,
Wawali Baubau Minta Jemaah
Utamakan Kesehatan dan jaga Nama
Baik Daerah Selama di Tana Suci

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Pe-
merintah Kota Bau-
bau resmi melepas
keberangkatan 135
calon jemaah haji mu-
sim haji 1447 Hijri-
ah/2026 Masehi dalam
sebuah prosesi yang
berlangsung khidmat
di Aula Kantor Wali
Kota Baubau, Senin
(11/05/2026). Pelepas-
an dilakukan langsung
oleh Wakil Wali Kota
Baubau, Wa Ode Ham-
sinah Bolu, disaksikan
keluarga jemaah, un-
sur Forkopimda, kepa-
la OPD, tokoh agama,
dan tokoh masyarakat.

Momentum  pele-
pasan tersebut tidak
hanya menjadi agenda
seremonial  tahunan,
tetapi juga menandai
dimulainya  perjala-
nan spiritual ratusan
warga Baubau menuju
Tanah Suci Mekah un-
tuk menunaikan rukun
Islam kelima. Suasana
haru tampak menyeli-
muti aula ketika para
jemaah  berpamitan
dengan keluarga sebe-
lum bertolak menuju
embarkasi.

Dalam sambutann-
ya, Wa Ode Hamsinah
Bolu  mengingatkan
para calon jemaah
agar menjaga niat dan
mempersiapkan  diri
secara fistk maupun
mental selama men-
jalankan ibadah haji.
Menurut dia, perjala-
nan haji bukan seka-
dar perjalanan biasa,
melainkan panggilan
suci yang sangat di-
nantikan umat Islam di
seluruh dunia.

“Haji  merupakan
ibadah yang memi-
liki makna spiritu-
al sangat mendalam.
Melalui ibadah haji,
seorang muslim dapat
mendekatkan dir1 ke-
pada Allah SWT ser-
ta membersihkan diri
dari dosa dan kesalah-
an,” ujar Wa Ode Ham-
sinah Bolu di hadapan
para calon jemaah.

Ia meminta seluruh
jemaah memanfaatkan
kesempatan ~ berhaji
dengan penuh keikhla-
san dan kekhusyukan.
Para jemaah juga di-
minta untuk sementara
meninggalkan  berb-
agai urusan duniawi
agar dapat fokus men-
jalankan seluruh rang-
kaian ibadah di Tanah
Suci.

Selain kesiapan
spiritual, Wakil Wali
Kota Baubau me-
nekankan pentingnya
menjaga kondisi kes-
chatan. [a mengingat-
kan bahwa ibadah haji
memerlukan stamina
yang baik mengingat
padatnya aktivitas dan
cuaca ekstrem di Arab
Saudi yang kerap men-
capai lebih dari 40 de-
rajat Celsius pada mu-
sim panas.

“Jangan  memak-
sakan diri melakukan
ibadah sunnah apabi-
la kondisi fisik tidak
memungkinkan. Uta-
makan rukun dan wa-
jib haji,” katanya.

Ia juga mengim-
bau para jemaah untuk
menjaga pola makan,
rutin - mengonsumsi
obat-obatan  pribadi,
memperbanyak istira-
hat, serta melakukan

olahraga ringan agar
kondisi tubuh tetap
prima selama men-
jalankan ibadah.

Di sisi lain, Wa
Ode Hamsinah Bolu
menegaskan  bahwa
para jemaah haji mer-
upakan  representasi
daerah dan bangsa In-
donesia di mata dunia
internasional. Karena
itu, seluruh jemaah di-
minta menjaga sikap,
kedisiplinan, serta
menjunjung tinggi tata
krama selama berada
di Tanah Suci.

“Para jemaah ada-
lah duta bangsa dan
duta daerah. Tunjuk-
kan sikap sopan san-
tun, disiplin, serta
saling membantu, ter-
utama kepada jemaah
lanjut usia,” ujarnya.

Menurut data Ke-
menterian Agama RI,
Indonesia hingga kini
masih menjadi neg-
ara pengirim jemaah
haji terbesar di dunia.
Dalam beberapa ta-
hun terakhir, jumlah
kuota haji Indonesia
berkisar lebih dari
220 ribu jemaah setiap
musim haji. Semen-
tara Arab Saudi terus
melakukan moderni-
sasi layanan haji, ter-
masuk pengembangan
kawasan Masjidil Ha-
ram dan sistem digital
pelayanan jemaah in-
ternasional.

Secara historis,
pelaksanaan  ibadah
haji telah berlangsung
sejak ribuan tahun
lalu dan menjadi salah
satu pertemuan umat
Islam terbesar di dun-
ia. Dalam catatan se-
jarah Indonesia, ke-
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berangkatan
haji Nusantara sudah
dilakukan sejak abad

jemaah

ke-16 melalui jalur
pelayaran laut yang
memakan waktu ber-
bulan-bulan sebelum
akhirnya berkembang
menggunakan  trans-
portasi udara modern
seperti saat ini.

Bagi  masyarakat
Indonesia, ibadah haji
juga memiliki dimensi
sosial yang kuat. Gelar
haji sering kali dipan-
dang sebagai simbol
keberhasilan spiritual
dan keteladanan mor-
al di lingkungan mas-
yarakat. Karena itu,
pemerintah daerah ru-
tin memberikan pem-
bekalan kepada calon
jemaah agar mampu
menjalankan  ibadah
dengan baik dan kem-
bali menjadi teladan di
tengah masyarakat.

Dalam kesempatan
itu, Wakil Wali Kota
Baubau turut me-
nitipkan doa kepada
seluruh jemaah agar
mendoakan Kota Bau-
bau tetap aman, damai,
dan sejahtera. Ia ber-
harap seluruh jemaah
dapat kembali ke tanah
air dalam keadaan se-
hat serta memperoleh
predikat haji mabrur
dan mabrurah.

Pelepasan jemaah
haji tersebut kemudi-
an ditutup dengan doa
bersama yang dip-
impin tokoh agama
setempat.  Sejumlah
keluarga tampak me-
nitikkan air mata saat
para calon jemaah
bersiap meninggalkan
lokasi acara menuju
tahapan keberangka-
tan berikutnya.(*)
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Mohamad Tasdik Buka POPDA Baubau

Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Pe-
merintah Kota Bau-
bau resmi menggelar
Pekan Olahraga Pela-
jar Daerah (POPDA)
Tingkat Kota Baubau
Tahun 2026 sebagai
bagian dari upaya
pembinaan atlet usia
pelajar sekaligus pen-
jaringan bibit muda
berprestasi untuk
menghadapi kompetisi
tingkat provinsi hing-
ga nasional.

Pembukaan ajang
olahraga pelajar terse-
but dilakukan oleh
Statf Ahli Wali Kota
Baubau Bidang Pe-
merintahan,  Politik,
dan Hukum, Moha-
mad Tasdik, yang had-
ir mewakili Wali Kota
Baubau. Kegiatan ber-
langsung meriah den-
gan diikuti pelajar dari
berbagai sekolah di
Kota Baubau.

Dalam sambutann-
ya, Mohamad Tasdik
menegaskan  bahwa
POPDA bukan seka-
dar agenda seremonial
tahunan, tetapi menja-
di instrumen penting
dalam mengevaluasi
keberhasilan  pembi-
naan olahraga pelajar
di daerah.

“POPDA 2026 ini
menjadi ajang evalu-
asi untuk mengukur
capaian prestasi atlet
pelajar kita. Pembi-
naan olahraga harus
dilakukan secara ber-
jenjang mulai tingkat
kota, provinsi hingga
nasional,” ujar Moha-
mad Tasdik.

Menurut dia, penye-
lenggaraan  kompeti-
si olahraga di tingkat
pelajar memiliki peran
strategis dalam mem-
bentuk karakter gen-
erasi muda, terutama
dalam  menanamkan
disiplin, kerja keras,
tanggung jawab, dan
sportivitas.

Kegiatan yang di-
inisiasi  oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda,
dan Olahraga Kota
Baubau tersebut juga
diharapkan =~ mampu

2026, Tekankan Fair Play Atle

melahirkan atlet-atlet
potensial yang dapat
mengharumkan nama
Kota Baubau pada
berbagai ajang olahra-
ga di masa mendatang.

Mohamad  Tasdik
mengatakan, Pemer-
intah Kota Baubau
memberikan apresiasi
kepada seluruh pihak
yang terlibat dalam
pelaksanaan POPDA,
mulai dari  panitia
penyelenggara, guru
pendamping, pela-
tih, wasit hingga juri
pertandingan.

“Kami  menyam-
paikan  penghargaan
kepada seluruh pihak

yang telah bekerja
keras menyukseskan
kegiatan ini. Semo-

ga dari ajang ini lahir
atlet-atlet muda yang
mampu membawa
nama Baubau lebih
dikenal di tingkat nasi-
onal,” katanya.

[a juga mengin-
gatkan seluruh peser-
ta untuk menjunjung
tinggi nilai sportivitas
selama pertandingan
berlangsung. Menurut-
nya, kemenangan dan
kekalahan = merupa-
kan hal lumrah dalam
kompetisi olahraga.

“Menang atau kalah
adalah hal biasa. Yang
paling penting adalah
sportivitas dan profe-
sionalisme harus tetap
dijaga,” tegasnya.

Selain peserta,
perangkat pertand-
ingan juga diminta

bekerja secara profe-
sional dan adil dalam
mengambil keputusan
sesuai aturan yang
berlaku demi menjaga
kualitas kompetisi.

“Wasit dan juri ha-
rus Dbertindak tegas,
objektif, dan adil agar
pertandingan berjalan
berkualitas dan diper-
caya semua pihak,”
tambah Mohamad Tas-
dik.

Secara historis,
POPDA  merupakan
bagian dari sistem
pembinaan  olahraga
pelajar yang telah lama
diterapkan di Indone-
sia. Program kompeti-
si pelajar antardaerah

T
i

mulai  berkembang
sejak era 1980-an
sebagai bagian dari

pembinaan atlet usia
dini sebelum mema-
suki ajang yang lebih
besar seperti Pekan
Olahraga  Nasional
(PON) maupun kom-
petisi internasional.

Di tingkat nasional,
banyak atlet Indonesia
lahir dari kompetisi
olahraga pelajar dan
pembinaan usia muda.
Sejumlah nama besar
seperti legenda bulu
tangkis Susi Susanti
dan Alan Budikusuma
diketahui meniti karier
dari pembinaan olah-
raga sejak usia seko-
lah sebelum akhirnya
mengharumkan nama
Indonesia di panggu-
ng dunia.

Sementara secara
internasional, sistem
kompetisi olahraga
pelajar juga menjadi
fondasi penting da-
lam pembinaan atlet
muda di berbagai
negara. Ajang sep-
erti Youth Olympic
Games yang digagas
International Olym-
pic Committee men-
jadi contoh bagaima-
na pembinaan usia
muda dipersiapkan
untuk mencetak atlet
profesional dan ber-
prestasi global.

Pemerintah Kota
Baubau  berharap
POPDA 2026 tidak
hanya menjadi ajang
perebutan  medali,
tetapi juga menjadi
ruang  pembentu-
kan karakter gener-
asi muda yang se-
hat, kompetitif, dan
mampu berkontribu-
si bagi pembangu-
nan daerah melalui
prestasi olahraga.

Melalui  pelak-
sanaan POPDA ta-
hun ini, sinergi an-
tara pemerintah,
sekolah, pelatih, dan
masyarakat dihara-
pkan semakin kuat
dalam  mendukung
pengembangan
olahraga pelajar di
Kota Baubau secara
berkelanjutan.(*)



